BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA(ADD)
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA(APBDesa)
DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan Desa dan
upaya penyelesaian permasalahan teknis pengelolaan Alokasi Dana
Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu
( meninjau kembali Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten

Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun . 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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7 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan?v?
'Keuangan antara - Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan - Daerah -

. (Lembaran Negara Republik  Indonesia “Tahun . 2004 Nomor 126,

i Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4438)

; 8. Peraturan - Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan s
" Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Tahun 2005 S =

- Nomor 140);

9 ;Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*‘ R
- (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 R
= Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor4587) S

S “~‘10 Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Eh - L
- Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan ‘Pemerintahan - . -

: , Daerah (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2005 Nomor
165) : BRI SRl ‘ -

|  11 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan

Urusan Pemerintahan antara - Pemerlntah Pemerlntahan ‘Daerah -
~ Provinsi, ' dan ‘Pemerintahan - Daerah Kabupaten/Kota ‘(Lembaran

Negara Republik Indonesia “Tahun - 2007 Nomor- 82 Tambahan;* L

Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4737)

112 Peraturan Menteri- Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2007 tentang" o

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa N

: ;13 Peraturan Daerah’ Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 2007'.“ R
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls e

Tahun 2007 Nomor 13)

E;:,14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 14 Tahun 2007. |

tentang Pedoman: Pembentukan dan - Mekanisme ‘Penyusunan
“~ Peraturan ‘Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun '

2007 Nomor 14);

‘:'15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 04 Tahun 2008 S
- tentang Pedoman Penyusunan OrganlsaS| dan- Tata Kerja

Pemenntahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun -
2008 Nomor 04) SRl . :

"»16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008

17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 16 Tahun 2008 _ ‘

s ' v:Mer_rlip_evrhati}karj}_‘ :

- tentang" Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten_‘;;". Lo
e Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008*{.3}_' S

Nomor 07)

“tentang - Badan 'Permusyawaratan - Desa. (Lembaran Daerah}”
- tKabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 06) : :

1. Surat Menteri Dalam Negeri. Republlk IndoneSIa Nomor 140/640/SJ‘§-,:1
~tangga| 22 Maret 2005 penhal Pedoman Alokasi Dana‘Desa darl‘ CieELD

g Pemenntah Kabupaten/ Kota kepada Pemenntah Desa ;

2. ,"Surat Menteri Dalam Negen Repubhk lndoneS|a Nomor 400/1303/SJ'

" Menetapkan

- ‘tanggal 16 April 2009 perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan :

:ff_- Perangkat Desa d| Seluruh IndoneSIa

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASIAf' g
“DANA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA -
_,DALAM KABUPATEN BENGKALIS SR L




i |j I

1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

L Dalam Peraturan Bupatl |n| yang dlmaksud dengan
. Daerah adalah Kabupaten Bengkalls e |

"‘2;" Pemenntah Daerah ‘adalah Bupati Bengkalls dan Perangkat Daerah

sebagal unsur penyelenggara pemerlntahan daerah

‘Bupatl adalah Bupatn Bengkalls o 5 i .
"Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahl W|Iayah Desa. -

. Pemenntahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan

~oleh’ pemerintah - Desa dan Badan' permusyawaratan desa dalam
" mengatur - dan - ‘mengurus. - kepentingan ‘masyarakat ;- setempat -
~ berdasarkan asal usul‘dan adat-istiadat setempat yang diakui dan A
- dihormati dalam S|stem Pemerlntahan Negara Kesatuan Republlk,_ R
N ‘IndoneS|a . : A : -

. Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal et
- unsur Penyelenggara PemerintahDesa. =~ 4 o

“Badan. Permusyawaratan Desa’ selanjutnya dlsmgkat BPD adalah
e 1Iembaga . yang . merupakan - ‘perwujudan - demokrasi - ‘dalam
penyelenggaraan pemerlntahan desa sebagal unsur penyelenggaraan.
pemerintahan desa. B SIS SRR 1

‘Pendamplng Desa - Bldang Pembangunan selanjutnya dlsebut o

-~ Pendamping . Pembangunan yaitu mereka yang telah diseleksi dan

~ - diangkat dengan Keputusan Bupati - serta diberikan penghasnlan
‘.;{.'sesual dengan ketentuan . yang “berlaku, dengan tugas untuk

-~ mendampingi Pemerintahan :Desa" dan- Kelembagaan ‘Desa dalam @~
" merencanakan, melaksanakan ‘mengawasi, - mengevaluasn dan
melaporkan seluruh tahapan keglatan APBDesa : : ‘

'Pendamplng Desa Bldang Ekonoml selanjutnya dlsebut Pendamplng -

"~ Ekonomi, yaitu" mereka yang telah - diseleksi dan diangkat dengan =

”[Keputusan Bupat| serta diberikan penghasﬂan sesuai. dengan .

. ketentuan - yang - -berlaku, dengan -tugas - ‘untuk - mendamplnglk Lo

“.j_;desa/kelurahan dalam- merencanakan melaksanakan mengawasi, .
- mengevaluasi dan. melaporkan seluruh .tahapan keglatan usaha» LR

s ekonomi desa serta tumbuh kembangnya BUMDes

3 10 Koordlnator Pendamplng ‘Desa’ Tlngkat Kecamatan selanjutnya' ‘
;dlsebut Koordlnator Kecamatan, yaitu mereka yang telah diseleksidan - 0
~diangkat . dengan Keputusan Bupati serta diberikan penghasilan =~ "
- sesuai dengan ‘ketentuan - yang ‘berlaku;, dengan ‘tugas sebagal
koordinator - pendamplngan dalam } wnlayah kecamatan dan: . -

',“Vberkewajlban - memberikan advokaS| blmblngan . motivasi,

. pengawasan, evaluasi, dan’ melaporkan semua kegiatan Pendamping : e
“.'Desa kepada Koordlnator Pendamplng Desa ngkat Kabupaten T

1:1”.ASISten Kecamatan yaltu mereka yang telah dlseleKSI dan dlangkat‘ :
-~ dengan Keputusan Bupati serta diberikan’ penghasnan sesuai dengan

" ketentuan yang berlaku, dengan tugas sebagai: tenaga teknik yang i

- - profesional - pada bidangnya yang berada dibawah - Koordinator

“Kecamatan, dan berkewajlban memberikan advokaS| blmblngan dan
7 pelaksanaan keglatan APBDesa bldang f sik. - o

i
S




12 Koordlnator Pendampmg Desa Tlngkat Kabupaten selanjutnya dlsebut :

Koordinator - Kabupaten, - yaitu mereka yang telah diseleksi dan

,',dlangkat dengan  Keputusan Bupatl serta diberikan penghasﬂanj,,
© sesuai dengan- ketentuan - yang berlaku, dengan tugas sebagai

' -koordinator semua - keglatan pendamplngan disemua 'Desa dan
- Kecamatan dalam WIlayah kabupaten dan berkewajiban memberikan

. advokasi, blmblngan -motivasi,  pengawasan, evaluasi, dan = - ‘

melaporkan semua’ kegiatan pendampmgan kepada Bupati melalui

. . Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahan Desa' s

. Kabupaten Bengkalls

)-13 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajlban dalam rangka'

' penyelenggaraan pemerlntahan desa yang dapat dinilai dengan uang

- termasuk didalamnya segala bentuk- kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajlban desa tersebut.

14 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan keglatan yang’~
‘meliputi - perencanaan, penganggaran penatausahaan pelaporan'

pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa

3,15 Anggaran Pendaoatan dan Belanja Daerah selanjurnta dlsmgkat S
-APBD adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan daerahyang.
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan . Dewan .
“Perwakilan Rakyat Daerah dan dltetapkan dengan peraturan daerah. . S

... 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya dlsmgkat s
- APBDesa adalah ‘rencana keuangan ‘tahunan pemerintahan desa

- yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerlntah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan dltetapkan dengan peraturan desa. -

7. Pengguna Anggaran “adalah Kepala Desa yang merupakan -
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan . Keuangan Desa yang karena.
~ jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan;

pengelolaan keuangan desa S

18, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya"p Lo
dlsebut PTPKD adalah perangkat desa yang" ditunjuk oleh Kepala . .= -
Desa untuk melaksanakan pengelolaan ‘keuangan desa. PTPKD ' -

" terdiri- dan Sekretans Desa, dan atau Kepala Urusan bag| desa yang S

belum mempunyal Sekretaris Desa EAREST

‘19 Bendahara adalah perangkat: desa yang - dltunjuk oleh Kepala Desa o
" yang telah mempunyai pengalaman kerja sekurang- -kurangnya 2(dua)
‘tahun, untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, ==~
membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam}* e

“rangka pelaksanaan APBDesa.

“.\20 Bendahara barang desa adalah perangkat desa yang dltunjuk oleh«if
- Kepala ~ Desa ' 'untuk - menerima, menyimpan, .melaporkan, =
menglnvertarlsaSIkan -dan: mempertanggungjawabkan barang mlhk;_,‘

desa termasuk tanah milik desa

-121 Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan selanjutnya dlsmgkat PPTK"}':v
' adalah pejabat desa/KepaIa Urusan dan staf desa yang diangkat oleh -~
~ Kepala ‘Desa untuk -melaksanakan satu atau beberapa keglatan_

sesual dengan kemampuannya sumber dana dari APBDes.

7:22 Pelaksana Operasional Keglatan Fisik selanjutnya disebut. Pelaksana:“—'

Kegiatan Fisik, yaitu mereka yang diangkat oleh Kepala Desa dari,

- Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, ‘Organisasi Kepemudaan,
Pimpinan Pengurus Rumah Ibadah dan Lembaga Non Pemerintahan =
‘Desa lainnya, untuk melaksanakan kegiatan - fisik yang dananya" e

-~ ‘bersumber dari APBDesa. Pengangkatan berdasarkan hasil - -~

musyawarah desa yang dlhadm BPD o o



| 23 Keglatan Fls'k adalah suatu Pekefjaan mfrastruktur Desa sepertr

~ pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Desa, misalnya
: Jalan desa, jembatan desa, gorong- gorong, pasar desa, dll. Tidak -
" termasuk dalam- Kegiatan -Fisik yaitu pengadaan sarana kantor

(meubeler) penggandaan Alat TuI|s Kantor dan hal hal yang sejenls( Ea

dengan itu.

‘24 Tim Pendamprng Tlngkat Kecamatan yang selanjutnya dlsebut T|m

‘Kecamatan adalah- mereka yang diangkat oleh Camat untuk -

-  memfasilitasi - pelaksanaan APBDesa serta “mengevaluasi dan ~
memverrf kasi APBDesa sebelum dlserahkan kepada Tim Kabupaten o

e ::25 Tim Fasrlrtasr Trngkat Kabupaten ‘yang - selanjutnya disebut Trm, : |

Kabupaten adalah” ‘mereka yang - diangkat- .oleh~ -Bupati untuk -

~ memfasilitasi *pelaksanaan ~APBDesa  serta ‘mengevaluasi - dan

: memvenf kasr APBDesa sebelum drlaksanakan d| desa

26 Rencana Kerja dan Anggaran Desa yang selanjutnya dlsmgkat RKA -
Desa adalah -dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi: -
~rencana . pendapatan, rencana belanja kegiatan dan desa serta ‘_

rencana pembrayaan sebagar dasar penyusunan APBDesa

2 27 Program adalah penjabaran kebuakan desa dalam bentuk upaya yang' : :
- berisi satu atau' lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

- yang dlsedrakan untuk mencapal hasrl yang terukur sesuar dengan o
-misi desa. FERRIN . , ’

. "’*28 Kegiatan adalah baglan darr program yang- drlaksanakan oleh desa ey

_‘ sebagai baglan dari pencapaian sasaran terukur: pada suatu program

- dan terdiri dari ‘sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik - B

~ yang berupa personil (sumber daya manusra) barang modal termasuk
. peralatan dan tegnologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau"
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk -
'menghasrlkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa '

L ‘_29 Sasaran (target) adalah hasil yang dlharapkan dan suatu program'”‘-_l.

- atau keluaran yang dlharapkan darr suatu keglatan

30.Keluaran (output) ‘adalah barang atau jasa yang dlhasrlkan olehv. bR »
-kegiatan yang. drlaksanakan ‘untuk mendukung pencapalan sasaran e

-~ dan tu1uan program dan kebuakan : L P

"31 Hasrl (outcome) “adalah” segala sesuatu yang mencermrnkan’

berfungsmya keluaran dari keglatan keglatan dalam suatu program

32 Rekenlng Kas' Umum Desa adalan rekenlng tempat penyrmpanan
-~ 'uang desa yang ditentukan oleh: Kepala Desa. untuk menampung .
seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh B

pengeluaran desa pada bank: yang dltetapkan ,

‘ 33 Rencana Pembangunan Jangka- Pendek (tahunan) yang selanjutnya'kﬁ ”
v dlsebut Rencana Kerja: Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil =~ . -
' musyawarah ‘masyarakat desa tentang program dan kegratan yang e

akan dllaksanakan untuk penode 1 (satu) tahun. -

34 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa _yang selanjutnya ‘
~disingkat - RPJMDes - adalah dokumen perencanaan desa untuk’,;"
perlode5 (Irma) tahun ¥ ‘ S

o 35 Alokasi Dana Desa adalah baglan Dana perlmbangan keuangan B
- Pusat dan Daerah 'yang diterima-oleh’ kabupaten untuk Desa sebagai -
salah satu sumber Pembiayaan Program Pemerintahan Desa dalam

- melaksanakan Keglatan Pemenntahan\ dan Pemberdayaan -
‘ Masyarakat . SR : ; e LT




—_

,36 Dana Bagl Hasﬂ Pajak dan Retnbu3| adalah baglan dana yang"

dlperoleh dari _hasil - pajak . dan - retnbusn daerah Kabupaten yang_, :
sebaglan dlperuntukkan bag| desa. S '

137 Alokasi Dana Desa Mlnlmal yang selanjutnya dlsmgkat ADDM adalah

" bagian Alokasi' Dana Desa dengan besaran pembaglannya sama
‘ untuk masmg masmg desa :

;,38 AIokasn Dana Desa Proporsuonal yang selanjutnya dlsmgkat ADDP
- adalah pembaglan Aloka3| Dana Desa yang pembagiannya secara
" proporsional untuk masmg masmg desa berdasarkan nilai bobot desa -

. yang dlhltung dengan rumus dan vanabel tertentu.

- ; ~39 Koefisien vanabel adalah koef|S|en (angka) desa yang d|m|I|k| oleh‘:"* |

- desa untuk. setlap varlabel tertentu

‘4_0 Surat PertanggungJawaban yang selanjutnya dlsmgkat SPJ adalah PR
Surat PertanggungJawaban Penggunaan AIokasn Dana Desa yang o

dlbuat oleh desa penerlma Alokasi dana Desa
41 Tahap adalah tahapan penyaluran dana :

' 42.Sisa Lebih Perhltungan Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat SILPA‘ |

" adalah selisih lebih" realisasi penerlmaan dan pengeluaran anggaran
selama satu pnode anggaran :

"43 Pajak adalah ‘kontribusi’ Wajlb kepada Negara yang terutang oleh'
j orang pribadi  atau badan ‘yang _bersifat ‘memaksa berdasarkan -

Undang -Undang, dengan tidak - mendapatkan “imbalan’ - secara -
- langsung dan’ digunakan untuk - keperluan Negara bag| sebesar—
besarnya kemakmuran rakyat \ »

| 44 Pajak Pertambahan  Nilai (PPn) adalah pajak yang dlkenakan atas S A

- konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah
pabean g Ty

‘_‘45 Pajak PenghaSIIan Pasal 21 (PPh) adalah pajak atas penghasﬂanf: ,:. i
" berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang - - - -
~_diterima atau* dlperoleh ‘wajib pajak" orang . ‘pribadi dalam: negevn,g:

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan Jasa dan keglatan

”46 Pajak Daerah adalah |uran wajib yang dllakukan oleh orang pnbadlt 3
.- atau badan kepada daerah tanpa imbalan: Iangsung yang seimbang . - =
.yang dapat dlpaksakan berdasarkan perundang undangan yang - - .

" berlaku yang dlgunakan untuk kepentingan  penyelenggaraan
pemenntahan daerah dan pembangunan daerah contoh Pajak Hotel i
7dan Restoran o o S : o

‘ T BABII U AT
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

7 '.(1) Keuangan desa dlkelola berdasarkan ‘azas-azas transparan?' Coi
- akuntabel, partnsupatlf serta dllakukan dengan tertlb dan d|S|pl|n R

- anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) S 4' '
~dikelola dalam masa 1° (satu) tahun anggaran yakn| mula| tanggal :

-1 Januarl sampal dengan tanggal 31 Desember




(1)

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa sebagan Kepala Pemenntah Desa adalah Pemegang‘ o

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemenntah[ﬂ .
.. Desa dalam kepemlllkan kekayaan desa yang dlplsahkan :

S j,.;}(zr»):iKepaIa Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatas .
- mempunyai kewenangan SR 6 T e :
g "_a.~ menetapkan kebuakan tentang pelaksanaan APBDesa
£ f,»b}.‘:menetapkan kebuakan tentang pengelolaan barang desa
' .é.‘menetapkan bendahara desa; - L : o
d

L ._menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penenmaan
- - desa;dan . R .
e menetapkan bendahara barang/petugas yang fmelakukan?:& '
,pengelolaan barang mlllkdesa ' . _Q R

kKepa|a Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa
. dibantu:. oleh Pe|aksana Teknls Pengelolaan Keuangan Desa Sl Lk

~ (PTPKD);

@

Pelaksana Teknls Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah;v,,j

. .hperangkat Desa terdlrl dan i

" *",a Sekretaris Desa; dan -

b Perangkat Desa Iamnya

®)

B _c\.nmenyusun Raperdes APBDesa perubahan APBDesa dan]ﬁ B

" d. menyusun Rancangan’ Keputusan Kepala Desa tentang
o ,,Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan
T;;APBDesa : : o - i : '
(7)

. Kepala Desa

(8)

(9)

Sekretarls ‘Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) huruf a
bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan; R

desa dan bertanggung Jawab kepada Kepala Desa

e

o ”tugas

. a. menyusun dan melaksanakan Kebuakan Pengelolaan APBDesa
b. menyusun dan melaksanaan Kebuakan Pengelolaan Barang Desa -

o pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa

Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan =

Kepala Desa menetapkan Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan':\_i’;{i-}
(PPTK) dengan Keputusan Kepala Desa. S

Kepala Desa menetapkan Pelaksana ° Keglatan FlSlk dengan",
Keputusan Kepala Desa berdasarkan haSII Rapat Desa ~L

Sekretans Desa sebagalmana d|maksud pada ayat (5) mempunyal e




. "BAB IV
ALOKASI DANA DESA

B Baglan Pertama e
Maksud Tu;uan Sasaran dan Pnnsnp

o F Pasal 4

: ,‘(1) AIokasn Dana Desa (ADD) yang merupakan dana penmbangan darlb - :_:-' S

Pemerlntah Kabupaten kepada Pemerintah’ Desa dimaksudkan untuk

o memblayal program .~ Pemerintah Desa: dalam melaksanakan’j'_f'f
B penyelenggaraan pemerlntahan dan pemberdayaan masyarakat

£ (2) AIokasn Dana- Desa berasal dari APBD yang bersumber dari baglani"i e
dana penmbangan keuangan pusat dan daerah yang dlterlmar olehf':‘~r_,~jv o

kabupaten untuk Desa pallng sedlklt 10 % (sepuluh persen)

. ff;.v;;".'PasaI 5 o

‘ v TUJuan pelaksanaan AIokaS| Dana Desa antara Ialn
i ja.'menanggulangl kemlsklnan dan mengurang| kesenjangan SR
. b. memngkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka‘*'" |

pengembangan keglatan sosial dan ekonomi masyarakat

- C. menlngkatkan penyelenggaraan : Pemerlntah Desa  dalam

melaksanakan - pelayanan pemenntahan pemba_ngunan ,dan
: kemasyarakatan sesual kewenangannya T

g d. memngkatkan kemampuan Iembaga kemasyarakatan desa dalami‘*'_““}
- menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, - P
memelihara dan mengembangkan pembangunan secara part|3|pat|f R

~_sesuai dengan potensn Desa; -

e menlngkatkan pemerataan pendapatan keselmbangan kerja dan T
e kesempatan berusaha bagn masyarakat Desa b e

f. menumbuhkembangkan dinamika masyarakat’ dalanfi{ _rarigkafi.“iv‘ S

pemberdayaan masyarakat;

9. mendorong, menggerakkan dan mengembangkan p‘ar'tisipv-as‘i‘,' '   { ,:';._

gotongroyang dan swadaya masyarakat

, h,“memngkatkan perencanaan dan Penganggaran Pembangunan d|

: .tlngkat desa;

’ j’i." ,memngkatkan pembangunan mfrastruktur perdesaan ; ; : e
e menmgkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosml budaya dalam ) ’:f"_":‘:.

~rangka mewu1udkan penlngkatan sos:al

3 k.’j}menlngkatkan ketentraman dan ketertlban masyarakat

e L. vmenlngkatkan pendapatan Desa dan masyarakat desa melalw Badan; g :
- Usaha M|l|k Desa (BUMDesa) - A S




Pasals

o Sasaran AlokaS| Dana Desa antara lain : L :
- 'a Menlngkatkan efektlf tas penyelenggaraan pemenntahan desa; g

b. Menlngkatkan kualltas pelayanan masyarakat

: . Menlngkatkan pelaksanaan pembangunan desa
| kd Menlngkatkan part|S|paS| dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 7

Pl’lnSIp pengelolaan AlOkaSl Dana Desa mellputl

E  a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan baglan yang'

tak terplsahkan dar| pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa

b. Seluruh keglatan yang didanai oleh AIokasn Dana Desa d|rencanakan e
dilaksanakan dan dievaluasi - secara - terbuka dengan mehbatkan L

~komponen masyarakat di desa

c. Seluruh kegiatan harus dapat dlpertanggungjawabkan secara' .

. admlnlstratlf teknls dan hukum dan

d AlokaSI Dana Desa dllakukan dengan menggunakan pr|n3|p hemat :

terarah dan terkendah -

- Baglan Kedua _ B
. Pengelolaan AIokasn Dana Desa

Pasal 8

(1) Pengelolaan A|OkaSI Dana Desa merupakan satu kesatuan denganv' R |
pengelolaan keuangan desa o ., '

| (2 Rumus yang dlpergunakan dalam AIokasn Dana Desa adalah

ey a. ‘Azas Merata -adalah besarnya baglan A|okasu Dana Desa yang .i,
- sama untuk setiap desa, -yang selanjutnya dlsebut Aloka5| Dana L

’.[‘Desa Minimal (ADDM);

i f‘--ft‘b:'“-‘Asas adil adalah baglan ADD yang besarnya dlbagl 'secara
R proforsnonal untuk set|ap desa berdasarkan nilai bobot Desayang =

- -dihitung -dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu :

" - Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dasar, ‘Keterjangkauan Desa, . =~ -
- Jumlah Penduduk; Luas Wilayah, Kualitas Pelayanan Publik dan~ "~ " -
- Jumlah Unit Komunitas di Desa (Dusun, .-RW, RT dan. Lembaga .
Kemasyarakatan) selanjutnya dlsebut Alokasn Dana Desa R

5 Proforsional (ADDP).

(3) Besarnya prosentase perbandlngan antara azas merata dan adllrb '
sebagaimana: dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM

-adalah 60% (enampuluh persen) dari Jumlah ADD dan besarnyag >y

ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dar| Jumlah ADD




e

B

Pasal 9

;rf'flAIOkaSl Dana Desa dlbenkan dengan ketentuan sebagal berlkut
Rl a. 60 % (enam puluh persen) merupakan baglan AlokaS| Dana Desa

yang dlbagl sama untuk setlap Desa; dan

i % b 40 % (enam puluh persen) merupaka baglan AIokasn Dana Desa yang

dlbagl 'secara proforsional untuk setiap desa berdasarkan nllal bobot :
Desa yang dlhltung dengan rumus vanabel tertentu o : L

a
b.
e
. d

g (2) :Besaran AIokasu Dana Desa Proporsmnal untuk Desa dltetapkan'

Pasal 10

t,‘ﬁ(1) Besarnya AIokas: Dana Desa yang dltenma oleh Desa dltetapkanj
e ~dengan rumus, sebagal benkut o R T R

_ADDx =ADDM+ADDPx = = "

'{ADDx = AlokaS| Dana Desa untuk Desa X ,
‘ADDM AIokasn Dana Desa Mlnlmal yang dltenma Desa
-tADDpX AlokaS| Dana Desa Proporsmnal untuk Desa X

dengan rumus sebagal benkut

a.

o a0 T

BDx X (ADD- ZADDM)

ADDPx = A :
1 "T»ADDP,X_ = AIokasn Dana Desa Proporsnonal untuk Desax
BDx "”f ’"'=‘i“_"N||a| Bobot Desa untuk Desax I
. ADD i Total Alokasi Dana Desa
'y ADDM‘ = Total AIokasn dana Desa Mlmmal
o x Desa A e
Pasal 11

Q@ o o o0 T ni'

T [4)) ?Nllal bobot Desa merupakan n|Ia| Desa yang dltentukan berdasarkan" |
o vanabel mdependen utama sebaga: benkut : :

. Kemisikinan;

.Kesehatan |

’rPendldlkan Dasar ,

. Keterjangkauan desa

. Luas’ Wllayah

‘Jumlah Penduduk

: . Kualltas Pelayanan Publlk , 1

s ,‘1(2)‘~Set|ap ‘variabel - sebagalmana tersebut pada ayat (1) dan (2)'

& _mempunyal bobot tertentu sebagal benkut

Ca.
b
‘c.

Vanabel dlanggap sangat pentlng dlberl bobot 4
Varlabel dlanggap pentlng diberi bobot 3 f v :
Vanabel dlanggap cukup pentlng dlberl bobot2 dan .
Varlabel dlanggap kurang pentlng dlben bobot 1




(3) ’ Besaran n|Ia| bobot Desa dltetapkan dengan rumus |

’f“.BDx —a1 KV1x +-a2 KV2x + a3 KV3X + a4 KV4X +a5 KVSX
- +ab Kvéx .+ a7 KV7x + a8 KV8x SERR R :

| -BDx "=};;Bobot Desa- X

", "fi -KV xf ‘}\‘ = KoeﬂSIen Varlabel untuk desa x <

- K\/ »jlﬁi = ;Koef suen vanabel Kemlsklnan

- <KV 2 = iijoef|S|en vanabel Kesehatan

L f.,-KV 3 #'\?Koef sien vanabel Pendldlkan Dasar

- -KV 4' : = Koef|S|en variabel Keterjangkauan Desa E

' j‘,}*}f-KV 5 " = KoefISIen vanabel Luas Wllayah e

-~ -kv, 6 =‘¥_;-Koef' isien varlabel Jumlah Penduduk |
. ‘.-KV 7' = Koeﬁsnen vanabel Kuahtas Pelayanan Publlk

(4)5:Koef|SIen vanabel desa merupakan perbandlngan antara angka;_‘-r.

e varlabel setlap desa dengan Jumlah total variabel desa;

o (5) Ketentuan tentang penetapan besaran hasﬂ Alokasi dana Desa untuk:f- 7 "

masmg masmg desa dltetapkan oleh Bupatl -

i Baglan Ketlga
Mekamsme Penyaluran dan Pencalran Dana

Pasal 12

|  (1) AlokaS| Dana Desa dalam APBD dlanggarkan pada DPA PPKD e
(2) Pemermtah Desa ‘membuka rekenlng pada bank yang dltunjuk‘;

berdasarkan Keputusan Kepala Desa. .

: (3) Pencalran dana pada bank harus dltandatanganl oleh Kepala Desa

dan Bendahara Desa

“-‘7(4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran AlokaSI Dana"v"’”'

- Desa kepada Bupati © melalui © Kepala 'Badan Pemberdayaan

- Masyarakat dan Pemerlntahan Desa setelah dllakukan verifi kasi oIeh
o Tim Kecamatan S - S L ~ ERn
S (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa'ﬁf} s
“ ' meneruskan permohonan sebagaimana’ dlmaksud pada ayat (4) -

_ kepada Bupatl melalu1 Sekretarls Daerah selaku Pengguna Anggaranf
“PPKD. o L R I

- (8) Mekanlsme pencalran AIOkaSI Dana Desa dalam APBDesa dllakukan‘ ‘rif
. 'secara’ bertahap atau dlsesualkan dengan kemampuan dan kond|3| f Lt

- ‘fDaerah

‘(7) fPenyaluran AIOkaSI Dana’ Desa dapat dlcalrkan setelah Pemerlntah . "

- Desa memenuh| persyaratan sebaga| berlkut

“a. Dokumen APBDesa yang telah disetujui bersama-sama Kepala "
'Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dlverlf kasi -
;-jf oleh Tim Kecamatan; : o

'-: ‘b Dokumen APBDesa yang telah dlverlf kaSI oleh Tlm Kecamatan '
dlsampalkan ke kabupaten untuk dlvern‘" kasn oleh Tlm Kabupaten '




c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara" :

. f.jDesa PPTK dan Tim Pelaksana Keglatan Fisik,dan

y d SPJ tahap sebelumnya dan atau tahun sebelumnya

e’,'f SPJ sebagalmana dlmaksud pada huruf d dlatas harus dnlamplrkanﬂ

 bukti- pendukung 'yang sah berupa kontrak, faktur, bukti setoran_{k_k_ ‘;_ . g

\ _pajak tanda terlma dan berlta acara. serah tenma

(8) ‘Alokasi Dana Desa dlsalurkan kepada Pemerlntah Desa melalui* S -

‘*g'rekenlng Pemenntah Desa. ‘masing-masing ‘desa dan- merupakan';f;__ -:
" bagian- darl pendapatan desa yang harus dlmasukkan dalam" S

B /APBDesa;

‘ L_(g) Penyaluran dana sebagalmana dlmaksud pada ayat (6) d"akukanf:

E dalam 3 (tlga) tahap, sebagai berlkut

a. Tahap I dlcalrkan sebesar 20% (dua puluh persen) -dengan -
._ketentuan persyaratan sebagalmana dlmaksud pada ayat (8) telah '_
“terpenuhi; A L T T e g

| b.v‘}Tahap i dlcalrkan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan
" ketentuan SPJ° penggunaan AIokas1 Dana Desa Tahap I telah;,:
”‘_dllaporkan 100%; dan o S , R

‘ c'.‘?-Tahap i dlcalrkan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan: fa;

ketentuan SPJ penggunaan AlokaS| Dana Desa Tahap i telah S

: {dllaporkan 100%,

Pasal 13

o ’Bupatl berhak untuk menunda Penyaluran AlokaS| Dana Desa bagl Desa:fﬁ"**’ )

yang tidak memenuhi persyaratan - sesual ~tahapan' penyaluran = -
f~sebaga|mana dlmaksud pasal 12 ayat (7) e Lo

Baglan Keempat SE
Pelaksanaan Keglatan Do

Pasal 14

'iﬁi(1) Pelaksanaan keglatan keglatan yang pemblayaannya bersumber dan_ :

" ADD " dalam APBDesa; sepenuhnya dilaksanakan oleh PPTK dan

i Pelaksana Keglatan FISIk dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
7 ‘;(2) Penggunaan Anggaran AIokas: Dana Desa adalah sebesar 30%

(tigapuluh-  persen) * untuk belanja “aparatur 'dan operasional .
‘pemerintahan .desa, 'dan sebesar 70% (tu1uhpuluh persen) untuk i

i biaya pemberdayaan masyarakat. - it .
L () Belanja Pemberdayaan 'Masyarakat sebagalmana dlmaksud pada“ 1 '

- ayat (2), dllaksanakan dengan snstlm Swakelola yang dlgunakan

untuk:

: a Penanggulangan kemlsklnan yaltu 30% s/d 50% dar| seluruh blaya

pemberdayaan masyarakat
S b Penlngkatan kualltas pelayanan publlk o
2N ;:c Blaya perbalkan sarana dan prasarana pubhk dalam skala kecﬂ




:rco e j/m“" _fo.l PR

i Penyertaan modal usaha masyarakat melalw BUMDesa
.T?Blaya untuk pengadaan ketahanan pangan |
Perbalkan Imgkungan dan pemuklman '

N Teknologl Tepat Guna

= “Pendldlkan Anak Yatim, Pendldlkan Anak Terlantar dII

i Pengembangan 303|a| budaya

‘ ';fj'.‘f:j‘Pemberdayaan Iembaga kemasyarakatan yang ada di desa sepert|

" RT/RW," LKMD/LPMD,  PKK, - Karangv Taruna FKPM Linmas,

 LPTQ, Lembaga Adat (LAMR) di;
A ‘k.f: Penyusunan data Profil Desa;.

| I Bantuan pelaksanaan Pemlllhan Kepala Desa

~j.'rh.Pemberdayaan kehldupan beragama socnal dan budaya sepertl' '

- ‘bantuan pelaksanaan MTQ ‘di Desa, Pengmman Ka_flah MTQ kerf R

j‘;tlngkat Kecamatan, Lembaga Adat (LAMR) dil;-

n. Penyegaran dan pembekalan RT dan RW 5

‘ro.'ABuIan Bhaktl Gotong Royong Masyarakat

(1)

)
e d|b|aya| dari ADD adalah sebagal berlkut

Baglan Kellma :' o e
Pertanggungjawaban dan Pelaporan AL

Pasal 15

Pertanggungjawaban ADD tenntegrasn dengan pertanggungjawaban gt
. APBDesa, “sehingga ‘bentuk pertanggungjawabannya adalah

pertanggungjawaban APBDesa s e
Bentuk - pelaporan atas Keglatan keglatan dalam APBDesa yangf

;.,;f’fa Laporan Berkala yaltu Laporan : mengena| pelaksanaan

,;penggunaan dana’ ADD dibuat’ secara : rutin setiap - bulannya,d—:-"-

"v::,]‘Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi
“_penerimaan ADD, dan reallsaSI belanja ADD; ' ' :

':“b';t,Laporan akhir dari penggunaan AlokaS| Dana Desa mencakup‘ .
- perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ‘masalah yang
- - dihadapi dan rekomendasn penyelesalan hasn akhlr penggunaan

®)

- ADD.

Penyampalan Laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)':
' dltandatangam dan: dilaksanakan oleh PPTK, Pelaksana Kegiatan -~ - -

- Fisik, Pendamplng Desa dan diketahui- Kepala Desa, selanjutnya.

: Iaporan dlserahkan kepada Tim’ Kecamatan secara betahap

o (4),

g i,'laporan/rekapan dari-seluruh. Iaporan tlngkat desa di wilayah secara N i

T|m Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) membuat

L bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Kabupaten

(5)

Pemblayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kecamatan dan.
Tim * Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4). di atas,
dlbebankan pada ‘Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) -

o *Kabupaten dlluar dana AlokaS| Dana Desa (ADD)

Dl

.!Pemberdayaan dan: perbalkan kesehatan dan pendldlkan sepertl
" Posyandu, Polindes, - Poslansia, ‘Pendidikan ' Anak Usna Dini, .~ &




U ——

o BABYV
STRUKTURAPBDesa DANADD = . -

Pasal 16

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdm dari: -

oa. Pendapatan Desa;

r_f b. Belanja Desa dan

Pemblayaan Desa. -

(2) Pendapatan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a,

. ,mellputl semua _penerimaan uang melalui - rekening - desa yang -
- merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu, St

| _dibayar kembali oleh desa.’

1;_.'(“3"){Pendapatan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) terdm dar| R

-~ a. Pendapatan AsI| Desa (PADesa)
. Bag| Has:l Pajak Kabupaten/Kota
3 :Baglan dar| Retrlbu3| Kabupaten/Kota

b

EEE
i V%i;rl“l,:d‘.;AlokaS| Dana Desa (ADD) ‘ < | |
e ~Bantuan Keuangan dar| Pemerlntah Pemenntah Provm5|

= 'Pemerlntah Kabupaten/Kota dan Desa lalnnya o
. _f.lebah L ' ' o

g Sumbangan Plhak Ketlga

2 (4)7;Belanja desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b d| atas'
~ meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan - .

| - kewajiban desa dalam- 1 (satu) tahun ‘anggaran yang tldak akan -
- -diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. . SR S

3 (5) ‘Belanja Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) d| atas terd|r|

; Vidarl

— Belanja langsung, dan

B '_b Belanja tldak Iangsung,

| ‘Y(VG) Belanja" Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) huruf a, e

- terdiri dari:

a. Belanja Pegawa| :
b Belanja Barang dan Jasa
e C. Belanja Modal

- (7) Belanja Tidak - Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (5)"}:{

- huruf b, terdlrl dari: =~ st

o, Belanja PegawallPenghasuan Tetap,v Th

.Belanja SubSIdl RSt A
Belanja Hlbah (Pembatasan Hlbah)
' BelanJa Bantuan Sosial; s

- Belanja Bantuan Keuangan

Rl m!l:b o

‘Belanja Tak Terduga




' b.. Penyertaan Modal Desa

S ,(8) Pemblayaan desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c [
‘meliputi semua penerimaan yang perlu - dibayar. kembali dan/ataui_""
' --pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran:- - -

- yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun -anggaran benkutnya

- (9) /Pemblayaan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (8) d| atas,

terdiri dari: -
:a Penerlmaan Pemblayaan dan '
b, Pengeluaran Pemblayaan "

'(1‘_0) Penenmaan Pemblayaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (9),“?;7‘»_:

o »mencakup

,, ' a .;,Slsa Ieb|h Perhltungan Anggaran (SlIPA) tahun sebelumnya
4 b. Pencalran Dana Cadangan ' s L '

: c " Hasil penjualan kekayaan desa yang dlplsahkan

d. Penenmaan Plnjaman

'7’}’(11) Pengeluaran Pemblayaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (9) o

mencakup RN
'a_. : Pembentukan Dana Cadangan

Pembayaran Utang

Pasal 17

o ‘7;: Alokasi Dana Desa sebagalmana tersebut pada pasal 10 ayat (3) huruf (d) LT
B dlbenkan kepada Desa untuk keperluan : e e

8 a. Pemberdayaan masyarakat sebesar-. 70% (tu;uh puluh persen) dan*

Alokasu Dana Desa yang diterima, dapat dlpergunakan untuk

1 memblayal pemberdayaan masyarakat mlskm d| Desa sepertli
fpemngkatan pendapatan, perbaikan perumahan bantuan pendldlkanf Sl

_f'"’keluarga ‘miskin dll, dialokasikan minimal sebesar 30% s/d 50% dan =
- seluruh dana pemberdayaan masyarakat - L

" 2. memberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaltu berupa

bantuan hlbah kepada

a. RT_ o sebesar Rp 1.200. 000 s/d Rp 3 000 OOOIRT/tahun

RW E sebesar Rp 1 .200. 000 s/d Rp 1. 800 OOOIRW/tahun ,
LKMD sebesar Rp 2 400 000 s/dRp 6. 000 OOO/LKMD/tahun :
. ‘PKK Desa sebesar Rp 15 000. OOO s/d Rp 20 000 000/PKK/tahun
.'Karang Taruna sebesar -besarnya Rp 12 000 000/tahun
FI\PM sebesar —besarnya Rp 6 000 OOOItahun

~Lembaga adat (LAMR) sebesar besarnya Rp 6. 000 000/tahun
PAUD sekurang kurangnya sebesar Rp 6 .000. 000/tahun
‘.Perpustakaan sekurang kurangnya sebesaer 6. 000 000/tahun
1 . .‘ KPM sebesar- besarnya Rp 6. 000. OOOltahun N

. k Llnmas sebesar Rp 200 000 s/d Rp 500 000/orang/bulan

seceans



;'pemberdayaan dan penlngkatan kuahtas pelayanan publlk yaltu
- pembuatan loket - pelayanan kursi ruang tunggu, sarana dan
.- prasarana, brosur, protap, dan Ialn laln sebesar Rp5000 000-s/d
?V:Rp 15.000. 000 ' S o

. memblayal sarana dan prasarana fasmtas umum dalam skala kecil e
~ .dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pemberdayaan o
" sosial kemasyarakatan termasuk didalamnya biaya ATK, Honorarium .=~
~ PPTK dan Pelaksana Kegiatan serta upah tenaga kerja dalam
. -kegiatan fisik, belanja barang dan Jasa untuk keglatan ﬁs1k dan“ S
' belanja pemehharaan fasilitas umum; ' . i L

‘5. membiayai sarana dan’ prasarana fas;lltas umum, harus dllengkapl e
:.-x_fdengan dokumen:gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
. yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan atau Pendamplng Desa
" Bidang: Pembangunan ‘dan atau Asisten Kecamatan yang disyahkan = "
- oleh Koordinator- Kecamatan, ‘PPTK dan Kepala Desa, dokumen -
" ‘tersebut dlserahkan kepada Pelaksana Keglatan FlSIk sebagal*
~sarana perencanaan dan pengendallan ' .

.*penmgkatan derajat kesehatan dengan sasaran penlngkatan aktlwtas‘ LT
. Posyandu, Polindes, Poslansia dan lain-lain - sekurang- -kurangnya - o
- Rp.3.000.000,- - per - Posyandu,/ Pollndes/PoslanS|a Bantuan =
- 'pemberdayaan tersebut ‘berupa dana ‘operasional dan pengadaan P
. peralatan seperti- tlmbangan untuk bayi‘dan balita, tempat tidur dan -
- kasur periksa, meja dan’ kursi pendaftaran pengadaan permalnan oy A
:j‘*anak-anak dan bantuan kepada Kader : : ‘

.«pemngkatan kualltas pendldlkan luar sekolah yang bertu;uan untuk
- meningkatkan - keterampllan -angkatan - kerja dan  Bantuan SOS|aI1>
- kepada  Pendidikan: Anak Usia Dini (PAUD).. Alokasi dana PAUD R hiey

- diperoleh dari Belanja Bantuan Sosnal sekurang kurangnya sebesar_
~Rp.6.000.000,- pertahun ' R

‘.Pembmaan terhadap anak- terlantar dan anak yatlm § dllakukan S
. terhadap mereka yang masih berstatus pelajar mulai dari STK/PAUD B ’
- hingga SLTA/sederajat melalui bantuan kegiatan pendidikan seperti -

. pembelian buku, sepatu ‘baju dan’ keperluan sekolah lainnya. Alokasi - =~
- dana - diperoleh  dari: Belanja Bantuan Sosnal dengan jumlah St

~f‘5'j.f5_~penggunaan dana sebagal berlkut s ‘

ngkat SLTA/sederajat Rp 75 000/orang/bulan
Tlngkat SLTP/sederajat Rp 65 OOO/orang/bulan

Tlngkat SD S '\Rp 55 000/orang/bulan :
Tlngkat STK/PAUD - Rp. 50 000/orang/bulan fj

- ). P Penmgkatan pengamalan kehldupan keagamaan sosnal budaya dan
. .adat istiadat sepem keglatan Pemuda dan olah ‘raga, Pembinaan
- LPTQ, ‘Kegiatan 'PHBI dan Hari Besar Nasional serta Bantuan S
o Keglatan MTQ Desa dengan permcnan sebagan berlkut : 2
. -j:'—fBantuan Pemblnaan LPTQ sebesar-besarnya Rp 12 000 000
e - ‘Bantuan PHBI sebesar—besarnya :‘ Rp 3. 000 000;-
- 7.;}Bantuan Keglatan Hari Besar NaSIonaI ; Rp 3 000 000;

—'“;.Bantuan Pemblnaan Kesenlan Daerah sebesar Rp 1000 000 '~ |
. per Kelompok/Grup/Sanggar) : .

- Bantuan Pelaksanaan MTQ Tlngkat Desasebesar—besarnya
~~ Rp.10.000. 000;

f_» 5:::-";,Bantuan Penglnman Kafllah MTQ ke Kecamatan Rp 15 000 000
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10 ~B|aya' 'penyusunan ~ dan pendayagunaan\ data‘” 'p:rof | desa -
i ‘sebesar-besarnya Rp2000—f per . jiwa, .yang " digunakan untuk

Honorarium .~ Tim dan  biaya . penggandaan/cetak. - Biaya

.«,;‘Penggandaan/cetak formullr dlmasukkan dalam belanja sekretanat}jl S

4.{}:1 11",‘Pelaksanaan penyusunan data prof|I desa terleblh dahu]u dlbentuk

_tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

— 12.~Bantuan keuangan pelaksanaan pemlllhan Kepala- Desa untuk' -

- keperluan pendataan penduduk, pencetakan kartu pemilih, formulir,
- honorarium panitia, - pembuatan TPS, makan  minum  rapat, dIl.
.- Besaran bantuan pelaksanaan Pemlllhan Kepala Desa yaltu sebesar' :

3 besarnya Rp 7. OOO/pemlllh ‘ ‘ ; '

o '?‘fiz~1‘3, Belanja Tak Terduga dlgunakan untuk keadaan darurat dan bencana -

i 7 'Alam

L ,’:1/4;;Keadaan darurat adalah suatu kondnsn tertentu yang mengaklbatkan L
- tidak berfungsinya pelayanan umum sepertl jembatan roboh, sarana -
. pendidikan - roboh, - kebakaran - rumah : penduduk dII sebesar |

- Rp.15.000. 000(I|ma belasa juta ruplah) o

e 15,3‘-Bencana alam adalah suatu kond|SI tertentu yang menyebabkan tldak :

- berfungsinya pelayanan umum akibat bencana alam, seperti banjlr-

: - angin- nbut Iongsor dII sebesar Rp 15 000 OOO(IIma belasa Juta7_

“rupiah);

: 16 ,Pencalran dana belanja tak terduga dapat dllaksanakan dalam :
ST :kond|S| yang benar-benar. terjadl yang- dldukung oleh data dan fakta.-

- serta mendapat persetu;uan tertulls dari Camat

1'7"'_:;Pemb|ayaan yang terdln dan Penenmaan Pemblayaan berupa

e '};- § Slsa Leblh Perhltungan Anggaréln (S"PA) Tahun sebelumnya §

Hasul Penjualan kekayaan Desa yang dlplsahkan dan

'3- Penerimaan Plnjaman
',18.~ Pengeluaran Pemblayaan berupa

Pembentukan Dana Cadangan :
”;_-f Penyertaan Modal Desa dan L
Pembayaran Utang : E

;*Blaya penyelenggaraan Pemenntah Desa dan Badan Permusyawaratanw"'.g"
-+ Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan AIokasn Dana Desa yang =
dltenma dlpergunakan untuk i & SE ST :

: 1;1 OperaS|onaI penyelenggaraan Pemerlntah Desa sebesar 80%1‘ L

(delapan puluh persen) untuk keglatan sebagan benkut

' ;'-a) Tunjangan Perangkat Desa terdm dan

S 1) Tunjangan Kades selaku PA sebesar Rp 1 500 OOOIbuIan
- ..2) Tunjangan Sekdes Non PNS sebesar Rp 1. 000 OOOIbuIan

+3) Tunjangan “Kepala - Urusan sekurang kurangnya sebesarv .

‘Rp. 750. 000/bu|an .

. 4) Tunjangan - Kepala Dusun sekp‘rang-kg_rqngnya;,"'_',Sebesar' i

Rp 450. 000/bu|an

5) Tunjangan Staf Desa o sekuﬁﬁrang-kufangnyéf sebesar -

Rp 650 000/bu|an



e -7 Pulsa Internet Kantor

2 c) Pemehharaan terdln dan

Lo 5) Rekenlng Llstnk

6) Tunjangan Bend Desa NE sebesar Rp 1 500 000/bulan Sl

7) Tunjangan Bend Barang sebesar Rp 500 000/bu|an

b) Blaya Sekretarlat Kantor Kepala Desa terdln dan

A _' .,1) Alat TU|IS Kantor (ATK) | | |
s 2) Belanja makan mlnum rapat di Kantor Kepala Desa

| '3) Pengadaan Baju seragam Dlnas Perangkat Desa
- 4) Langganan Surat Kabar dan buku perpustakaan

L 25 5) Rekenlng LlstnleBM Genset Kantor Kepala Desa
e 16) Rekemng TeIepon/Pulsa Kantor i SE LN

8) Pengadaan Meubeler Kantor

9 Pengadaan Modem Internet Kantor e

10) Foto Copy dan Cetak

7‘ 11) Perjalanan Dlnas Kepala Desa dan Perangkat Desa; -

12) dil;

: _'1) Pemehharaan Gedung Kantor Desa/Lembaga Desa i
N 2) Pemellharaan Kendaraan Operasmnal
X 3) Pemellharaan LIS'[rIk Kantor '

4 Servnce Komputer

5) Serwce AC
6) DI

o }’f(d) Pelaksanaan penyegaran dan Pembekalan Lembaga “

Kemasyarakatan Desa

i _';e) Sert|f|kaS| tanah desa dan pembayaran PBB tanah desa

T '.‘a) Tunjangan BPD terd|r| dari: A T ST
| _[!1) Tunjangan Rapat Ketua (1 orang X Jumlah rapat x Rp 75 000)
S 2) Tunjangan Rapat Wakil (1 orang X 24 kah rapat X Rp 70 000)
ke ""7'3) Tunjangan Rapat Sekr (1 orang X 24 kah rapat X Rp 65 000)

. Operasmnal penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa sebesar:’jﬁ
-~ 20% (dua puluh persen) dari biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa _i_ ‘
.- dan Badan Permusyawaratan Desa untuk keglatan sebagal benkut '

' 4) Tunjangan Rapat Anggota(1 orang X 24 kall rapat X Rp 60 000)

e ‘*‘_." "b) Biaya Sekretariat Kantor BPD terdiridari: . -

1) Alat Tulis Kantor (ATK)

o '2) Belanja makan mlnum rapat di Kantor BPD

- 3) Pengadaan Baju seragam BPD
-4) Langganan Surat Kabar .




| 6) Rekenlng Telep0n Kantor R

‘ ;_,,}‘:7) Pulsa Internet Kantor

8 Pengadaan Meubeler Kantor
: 5"9) Pengadaan Modem Internet Kantor; ot

- 10) Foto Copy dan Cetak;
‘".11) Perjalanan Dmas BPD

. 12) Sewa Kantor BPD ’
S _13) DIl

c) Pemellharaan terdm dan

iy 1) Pemellharaan Gedung Kantor BPD B

L “’2) Pemellharaan Kendaraan Operaswnal

. ',53) Pemellharaan Llstrlk Kantor o

‘ 54) Servnce Komputer

i ','.3,‘5) Servnce AC

"[,-’"‘;:\"7]6) DIl.

Pasal 18

(1) Dana APBDesa yang bersumber darl ADD dllarang dlgunakanf .

v terhadap haI hal sebagan benkut

lundangan

“serta penggunaan_ dana keglatan yang bertentangan dengan rasa

- keadilan dan kepatutan sehlngga dapat menlmbulkan keruglan 5
- ]}keuangan Desa ‘ SR . .

L c;'l_,Studl Tour, Studl bandmg atau keglatan yang serupa dengan |tu |

@

d.: Pelatihan Pemerlntahan Desa sepertn pelatlhan Perangkat Desa 7
'{.;~Pelat|han BPD, pelatlhan tersebut - merupakan tanggung jawab

. Pemerintah . Kabupaten Desa ‘dapat melaksanakan pelatihan dan ¥

| f,pembekalan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa‘

' Ialn

: iilmam maspd/mushalla bllal Khotlb Garlm Pastur blara dil.

Apablla dltemukan kegiatan- keglatan sebagalmana tersebut padal' |
- ayat (1), Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten ! tidak dibenarkan .~
‘memverlflkaS| dan memberltahukan kepada Kepala Desa secara -

ftertulls untuk memperbalkl Rancangan Peraturan Desa tentang
’ ~’APBDesa SR g S T

Keglatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-'

R Keglatan yang anggarannya meleblhl ketentuan Peraturan Bupati i ini - R

_sepert| pembekalan dan penyegaran Pengurus RT RW dan Ialn-

.,Keglatan untuk pembayaran honor petugas rumah lbadah sepert|
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~ BAB VI L ‘
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa
g% L Baglan Pertama ‘ ' el
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan :
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) S

Pasal 19

o 7(1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (Ilma) tahun: merupakan penjabaran '
dan visi dan m|S| Kepala Desa 'yang terplllh g - e '

o  (2) Setelah berakhlr ]angka waktu RPJMDesa Kepala Desa terplllh‘v.»

menyusun kemball RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (hma) tahun

(3) RPJMDesa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan palmg"

Iambat 3(t|ga) bulan setelah Kepala Desa dllantlk

‘menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa -
berdasarkan hasn Musyawarah Rencana Pembangunan Desa '

s ‘(5) Penyusunan RKPDesa dlselesalkan palmg Iambat akhlr bulan Januarlf '
tahun anggaran sebelumnya : : s

S Baglan Kedua e IR
Penetapan Rancangan APBDesa R g

Pasal 20

"‘f'f~i(4) Kepala ‘Desa - bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)}:‘_; SR

,(1) Sekretarls Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentangf]*

APBDesa berdasarkan pada RKPDesa

 ~(2) Sekretans Desa menyampalkan Rancangan Peraturan Desa tentang' :_
APBDesa kepada Kepala Desa 'untuk memperoleh persetu;uan

S  (3) Kepala ' Desa menyampalkan Rancangan - Peraturan - Des'a}
[ S ,;sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), kepada BPD untuk dibahas

T : ﬁ,; ,bersama dalam rangka memperoleh persetuluan bersama_f
o : ‘]Pembahasan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa. tentang

. APBDesa selambat-lambatnya 20(dua puluh) han kerja apablla dalam

f,??membenkan persetUJuan S : PR ;
| (4):‘Pembahasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) menitlkberatkan .
ol pada kesesuaian dengan RKPDesa s .

' :(5'), Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dlsetUjUI |
. bersama- 'sebelum dltetapkan oleh ‘Kepala Desa- sebagalmana

i ~waktu' tersebut - tidak - dltanggapl maka BPD dlanggap telah

C _dlmaksud pada ayat (3), pahng lambat 3(t|ga) hari kerja disampaikan

B 5 kepada Tim’ Kabupaten melalun T|m Kecamatan untuk dlevalua5| dan  '
SR dlverlflka3| o : AR : : >

o ;;(6)" -Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagalmana dlmaksud::" :

e *f?ayat (2), dltetapkan pallng Iambat 1 (satu) bulan setelah APBD S

: dltetapkan R



m

@

e Baglan Ketlga Mo :
EvaluaS| Rancangan APBDesa B

Pasal 21

T|m Kecamatan harus menetapkan evaluaSI Rancangan APBDesa e i

pahng Iama 10 (sepuluh) han kerja

T|m Kabupaten harus menetapkan evaluaSI Rancangan APBDesa‘ &

pallng Iama 20 (dua puluh) har| kerja

(3) Apablla hasnl evaluasn sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan (2)

melampaw batas waktu dlmaksud Kepala Desa dapat menetapkan»&féj::
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadl Peraturan
 Desa... ~ , Pt :

@

Dalam hal T|m Kecamatan dan ’Tlm Kabupaten menyatakan hasnl 5

f,evaluaS| Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai

o sdengan kepentlngan umum’ dan’ peraturan perundang- undangan yang- o
" lebih: tlnggl Kepala Desa’ bersama BPD. melakukan penyempurnaan i

*"palmg Iama 7 (tu1uh) han kerja terhltung sejak dltenmanya hasnli’

(5)
B Kabupaten tidak d|t|ndaklanjut| oleh Kepala Desa- dan BPD, dan‘ S
" .Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang S
" APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan
- Desa dimaksud dan sekallgus menyatakan berlakunya pagu APBDesa_ S
vtahun anggaran sebelumnya ﬂ EE TN IR \

o

evaluaS| dan venf kaS|

Apablla hasﬂ evaluasn dan ver|f|kaS| T|m Kecamatan dan Tlm" -

'Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun . " |
SR ~;‘anggaran sebelumnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (5)f ey
S dltetapkan dengan Peraturan Bupatl o o S
(7);Pa||ng Iama 7 (tu;uh) harl kerja setelah pembatalan sebagalmana_' ‘
L d|maksud pada ayat 5) di atas; Kepala Desa harus memberhentlkan. '

- pelaksanaan: Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama "
.BPD| mencabut Peraturan Desa dimaksud. :

Pencabutan Peraturan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (6) ,:
rdllakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan REEEE
f}t:Desa tentang APBDesa j N — - .

@

Tsebagalmana dlmaksud pada ayat (5) dltetapkan dengan Keputusan e

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya’

: :‘;‘Kepala Desa

(1)

(2)

; Baglan Keempat
Pelaksanaan APBDesa

L Pasal 22 ; e : ; _
Semua pendapatan desa dllaksanakan melalu: rekenlng kas desa

Program dan keglatan yang-" masuk desa merupakan sumber‘ e
penerlmaan dan pendapatan desa dan Wajlb dlcatat dalam APBDesa
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3) Setlap pendapatan desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)“_7';}

tersebut harus dldukung oleh bukti yang Iengkap dan sah.

(4) Kepala desa wajlb menglntens:fkan pemungutan pendapatan desa

_yang menjadl wewenang dan tanggungjawabnya

(5) Pemerlntah Desa dllarang melakukan pungutan selaln darl yang '
dltetapkan dalam Peraturan Desa RN A000 o S

o (6) Pengemballan atas kelebihan pendapatan desa dllakukan dengan",
membebankan pada pendapatan ‘desa yang bersangkutan untuk

pengemballan pendapatan desa yang terjadl dalam tahun yang sama..

(7) Untuk pengemballan keleblhan pendapatan desa yang terjadl padaﬁ

tahun-tahun sebelumnya dlbebankan pada belanja tidak terduga

f .)(8) Pengemballan sebagaimana dlmaksud pada ayat (6) harus dldukung T
dengan buktl yang lengkap dan sah ~ :

) ,(9) Pendapatan dan penerimaan desa dl Iuar ADD dlpergunakan untuk e
keglatan keglatan pemberdayaan masyarakat S

L "i vPasal 23, 7

;.4(1) Semua pengeluaran desa untuk pembayaran kepada Pelaksana - 'i;fjf,

Keglatan Fisik dllaksanakan melalw rekemng bank yang dltunjuk

; (2) Pelaksana Keglatan Fisik dapat dlbenkan uang muka kerja sebanyak-"
banyaknya 30% (tiga’ puluh persen) dan n|Ia| kontrak

7'; (3) Pengajuan pembayaran kemajuan pekerjaan (termln) dllaksanakan', o

sesuai dengan realisasi fISIk di Iapangan

,(4) Setlap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus dldukung ’
dengan buktl yang Iengkap dan sah LR S e :

W,‘;;.(5) Buktl sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) harus mendapat

pengesahan oleh Sekretans Desa atas kebenaran matenal yang tlmbul

dan penggunaan buktn dlmaksud

}f ‘_"(6) Pengeluaran kas desa yang mengaklbatkan beban APBDesa tldak ,
~ -dapat - dilakukan- sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang ot e

APBDesa dltetapkan menjadl Peraturan Desa

(7) Pengeluaran kas desa sebagalmana dimaksud pada ayat @) ti dak' R

‘termasuk untuk belanja desa yang berS|fat menglkat dan belanja de_sa ;
yang berS|fat Wajlb yang dltetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

| g (8) Bendahara Desa sebagal Wajlb pungut Pajak Pertambahan Nllal(PPn) L y’
i Pajak Penghasnlan (PPh) dan pajak Ialnnya ‘wajib’ menyetorkan .. ;
~seluruh | penerimaan potongan dan pajak yang dlpungutnya ke rekening -

kas negara dan’ rekenlng kas daerah sesual dengan ketentuan -;

peraturan perundang undangan
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(1)S|sa Ieblh perhltungan anggaran (S|IPA) tahun sebelumnya merupakan e

penerlmaan pemblayaan yang dlgunakan untuk

.a. menutup: defisit anggaran apablla reahsa3| pendapatan Ieblh kecnl' -
S -,""darl pada reallsaSI belanja -_ el _ , ‘ ;
b ,‘mendanal pelaksanaan keglatan Ianjutan atas beban belanja
L langsung, e SR _ ; SO .
e fmendanal kewajlban Ialnnya yang sampa| dengan akhlr tahun':“ '
- j‘.anggaran belum dlselesalkan ST :

(2) Dana Cadangan ':»0(‘

G : a Dana cadangan dlbukukan dalam rekenlng tersendm atau disimpan

_pada kas desa tersendm atas nama dana cadangan Pemenntah : |

o _Desa

‘ b. Dana cadangan tldak dapat dlgunakan untuk memblayal keglatan g
' ";_Ialn diluar. yang -telah’ dltetapkan dalam Peraturan Desa tentang" O

Pembentukan Dana Cadangan

¢ Kegiatan yang  ditetapkan - berdasarkan‘ Pe'fatnran Desa

sebagalmana dimaksud- pada huruf b dllaksanakan apablla dana _? L

cadangan telah mencukupl untuk melaksanakan keglatan

Pasal 25

(1)Penggunaan dana APBDesa dllaksanakan oleh Tlm Pelaksana Desaift"
: yang dltetapkan oleh Kepala Desa . S ;

(2)T|m Pelaksana Desa terdm dan

.a. Kepala Desa sebagal penanggung jawab dan sebagal Pengguna L

Anggaran

b Sekretans Desa sebagal Pelaksana Teknls Pengelolaan Keuanganﬁ o 8
Desa yang selanjutnya dlsebut PTPKD; , e

VV c Kepala Urusan atau staf Desa sebagal Pejabat Pelaksana Teknls;;iff Sk

Keglatan(PPTK)

d leplnan Lembaga Kemasyarakatan OrganlsaSI Kepemudaanf;;_
- Ketua Pengurus Rumah Ibadah dan Lembaga Non Pemermtahan
Desa Ialnnya sebaga| Pelaksana Keglatan FISIk Penetapan e

Pelaksana Keglatan Fisik - berdasarkan ‘hasil rapat Desa yang
dlhadln oleh berbagal unsur masyarakat Desa tennasuk BPD

(3) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala_ -

- Desa yang karena ' jabatannya : mempunyan kewenangan'q’j

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
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: (4) Pelaksana Teknls Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
 disebut PTPKD adalah perangkat ‘desa yang ditunjuk oleh Kepala -

Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri - '
dari Sekretaris Desa, dan atau Kepala Urusan bagl desa- yang belum e

mempunyal Sekretans Desa

’(5) Sekretans Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) bertlndak

-“selaku koordlnator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan”
bertanggung jawab kepada Kepala Desa ~ o

: ) Kepala Urusan atau Staf Desa sebagal PPTK

@) Pelaksana Keglatan FISIk yaitu leplnan Lembaga Kemasyarakatan -
o Ketua OrganlsaS| Kepemudaan Ketua Pengurus Rumah Ibadah dan :, .

Lembaga Non Pemenntahan Desa Iamnya

; (8) Bendahara Desa- sebagal penanggungjawab admlnlstra5| keuangan»
dlangkat dengan Keputusan Kepala Desa. " ‘Bendahara Desa dilarang =~

rangkap jabatan sebagal Kepala Urusan Kepala Dusun PPTK dan ‘
PTPKD ok T L e : : :

: (9) Kepala Desa selaku penanggung jawab keglatan mempunyal tugas '

: f'a’.:mengadakan musyawarah "rencana pembangunan ‘Desa
. (Musrenbangdes) dengan menglkutser’takan seluruh: komponen ‘

- g‘masyarakat yang dldamplngl oleh Pendamplng Desa o

b menyusun Rancangan APBDesa bersama Perangkat Desa yang o
’ ‘j‘;j“;,‘,v;dldamplngl oleh Pendamplng Desa I

e : mengajukan Rancangan APBDesa kepada BPD

d.fmengajukan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD kepada Tim

- - Kecamatan dan T|m Kabupaten untuk dlevalua3| dan diverifikasi;

‘_:._‘_;‘ér.y}::mengumumkan secara luas di papan pengumuman desa tentangf 7 s
.~ 'APBDesa yang telah dlsyahkan oleh BPD dan telah dlvenf kasy :

o “oleh Tim Kecamatan ‘dan Tim Kabupaten

| f iﬁmengumumkan rencana pelaksanaan keglatan APBDesa balk f|$|ki] g i

~ maupun non fisik di papan Pengumuman Desa
S g mengangkat Bendaharawan Desa dan PPTK

,:f}n;._};’imengangkat Pelaksana Keglatan F|S|k/Non FlSIk

’ f}"»i;,{membuat jadwal pelaksanaan keglatan mula| darl awal sampa{;t.g_f'f‘ L
jf'berakhlrnya keglatan dan - serah tenma hasil kegiatan, dengan
E ‘]memperhatlkan batas tahun akhlr anggaran yang dldampmg| oleh -

o Pendamping Desa;

j mempersuapkan Rencana Anggaran Blaya (RAB) dan gambarf;;sf,';’f,f

| s f;?untuk keglatan fisik: melalui Pendamplng Desa; -
: k‘.fi:vmenetapkan kebuakan tentang pPIaksanaan APBDesa

I menetapkan kebuakan tentang pengelolaan barang desa dan
“mengangkat pengelolaan barang m|I|k desa dan | A
m menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerlmaan -
desa i Do O




(10) Sekretans Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) mempunyal -
» tugas : - , . '

Ca.
'rpertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

menyusun dan melaksanakan Kebuakan Pengelolaan APBDesa

jmenyusun dan melaksanaan Kebuakan Pengelolaan Barang Desa:

menyusun Raperdes APBDesa perubahan. APBDesa dan‘.‘v‘w

.'menyusun = Rancangan Keputusan Kepala Desa » tehtang Sl

: Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan e

g APBDesa

'“(11) Bendaharawan Desa sebagalmana tersebut pada ayat ®)

_'vmempunyal tugas

a.

menenma semua pendapatan desa termasuk dana ADD dan‘

: menylmpannya pada bank yang telah dltunjuk

. membayar semua taglhan keglatan yang telah memenuhl syarat 7

 melalui bank yang telah ditunjuk;

C. ymembukukan semua penerlmaan dan pengeluaran APBDesa

d. membuat surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) APBDesa
- setiap awal bulan kepada Camat dan- Bupatl melalui Kepala Badan .

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan Desa

e (1’2) PPTK sebagalmana tersebut pada ayat (6) bertanggung jawabra

: 'kepada Kepala Desa dan mempunyal tugas e

%
b

mengendallkan pelaksanaan keglatan

f'melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan

menylapkan dokumen anggaran atas beban | pengeluaran

. ;.pelaksanaan keglatan ‘yang - mencakup dokumen admlnlstra3| .
;‘keglatan maupun dokumen administrasi yang terkalt dengan

" persyaratan pembayaran yang - dltetapkan sesual d_engan
fketentuan perundang undangan ' S St ST

_ .memperoleh honoranum yang bersumber darl APBDes selama ,
- berlangsungnya kegiatan tersebut. Besarnya honorarlum tersebut S

| berdasarkan nllal pagu dana sebagal benkut
—s/d Rp 50. 000 000 o besarnya B

~ Rp. 200. 000/bu|an

" - Diatas Rp.50.000. 000 sid Rp 100 ooo ooo besarnya N
Ry :._}[Rp 300 000/bulan = : : .

- D| atas Rp 100 000 OOO s/d Rp 250 000 000 besarnya

(13) Pelaksana Keglatan FISIk sebagalmana tersebut pada ayat (7):',"7 S

s ‘Rp 400 OOO/buIan

~ mempunyai tugas ‘

a.
s khusus keglatan fisik agar’ menggunakan potenS| gotong royong
: masyarakat dan mempergunakan tenaga kerja yang ada dl desa L

‘merencanakan melaksanakan dan mengendahkan keglatan dan_; '

kecuall tenaga teknik yang belum ada d| desa o



menylapkan dokumen admlnlstra3| keglatan dan keuangan"‘»:

dengan persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang”* L

o dldamplngl oleh Pendamplng Desa; .

S membuat nomor rekenlng atas ‘nama kelembagaan yang.c : :
:..d|tandatangan| oleh Ketua dan Bendahara pada bank yang},";'
- ditunjuk; - A S0 ST G

:'{.‘*menandatangam dokUmeri’ 'adminIStréSI keuangan bersama :
;Kepala Desa PPTK Bendaharawan Desa dan Pendamplng ‘

. Desa;.

. ‘mempertanggungjawabkan keglatan serta keuangan kepadaw |
: _jPPTK dan Kepala Desa o 5 :

; __tf{f_'.':'.vi,melaporkan reallsaSI keglatan dan keuangan setlap awal bulanf i 2
'*'ff;‘}'yang dldamplngl oleh Pendamplng Desa kepada PPTK dan,."} R

T Kepala Desa;

Fii ;pelaksanaan keglatan

; melaksanakan serah terlma keglatan kepada PPTK dan Kepala' o
-~ Desa, untuk dlmasukkan dalam buku mventansaSI kekayaan;_ L
Desa & G RO |

menylmpan dan — menjaga, Ak‘e’_ufuhavh | s‘elui‘uih“[ dokumen

: Pelaksana Keglatan FISIk terdlrl 7dar| Ketua dan dldamplngl 2 (dua)‘f S
“-,orang staf yang ‘membantu’ kelancaran pelaksanaan keglatan' L

Besarnya honorarlum Pelaksana Keglatan FlSIk sebagal benkut k

. »_j Nilai pagu dana s/d- Rp 50 ooo 000, besamya

. ‘Ketua besarnya honor ) Rp 200 000/bulan
- 7[;’;_Anggota besarnya honor *Rp. 175. 000/bulan

i :\ Anggota besarnya honor Rp 175 000/bu|an

- Nilai pagu dana di atas Rp 50. 000.000 s/d Rp 100 ooo ooo

S v besarnya: v o
A Ketua besarnya honor 8 Rp 300 000/bulan
Anggota besarnya honor ;%.;‘,f; Rp 275. 000/bulan

Anggota besarnya honor Rp 275 OOOIbulan

“,»\[;_N.lan pagu dana d| atas Rp100 ooo ooo s/d Rp 250 ooo ooo o

‘besarnya
'~ Ketua besarnya honor Rp 400 000/bulan
‘. :Rp. 375 000/bu|an

i Anggota besarnya honor

‘;v'jiﬁ :_Anggota besarnya honor Rp 375 000/bulan

(14) Pendamplng Desa Bldang Pembangunan sebagalmana dlmaksud‘
Pada ayat (9) mempunya| tugas SN ¥ S

a mendampmgl Kepala Desa Perangkat Desa BPD dan lembagaf :'o
kemasyarakatan dalam pelaksanaan semua tahapan APBDesa

b melakukan sosmhsasn terhadap APBDesa dan semua program‘
yang masuk ke desa A L ! L



j_]l i

...memberlkan bantuan tehkms dan penjelasan teknls yang‘f
dibutuhkan dalam pelaksanaan APBDesa R e

memeriksa dan. membenkan masukan terhadap kualltas tehms’_, O
.~ kegiatan pembangunan L e - ‘
memfasmtaSI pembuatan

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa =~

- (RPJMDES);

- Rencana Pembangunan Tahunan Désa /‘:K‘eselumhanvf

(RPTDes/KeI)

N Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
- "-._ Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

k. ‘memfaS|I|taS| penyelesalan masalah-masalah yang terjadl d| desa
. dan melaporkan semua permasalahan yang terjadl d| desa kepada
o koordlnator Kecamatan; - ST S :

1. melakukan pemberdayan secara khusus terhadap PTPKD PPTK
- Bendahara Desa dan Pelaksana Keglatan FISIk ,

.sebelum pencalran Dana (termln) terleblh dahulu mendamplngly Sl

. tata ‘cara menghltung reahsas: fsrk keglatan yang dltuangkan Ny

r_“dalam berlta acara R F e
N melakukan Pemblnaan Monltormg dan EvaluaS| pada Pemanfaat T
3 keglatan pembangunan g s SR :

Melakukan pengawasan langsung terhadap semua keglatan_'{""f:,

‘pembangunan di desa baik. fISlk maupun non frsrk dan’ melakukan,‘ |

: 'pemblnaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan selaku Pelaksanai S

‘KeglatanFISIK SR e b B

}' membantu mengembangkan potensn desa melalur kerjasama

: dengan dinas dan instansi terkalt serta duma usaha yang ada; )

- _.‘membantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa o ,' it
- sesuai petunjuk Tim Kecamatan dan Tlm Kabupaten :

"."»membuat Laporan Keglatan Hanan (absenS| real|saS| dan““*
o rencana kerja yang dlsampalkan kepada Koordlnator Kecamatan :

s.”membuat Iaporan bulanan tentang pelaksanaan keglatan dan' g L
" disampaikan' kepada koordinator - Kecamatan dengan tembusan i
'kepada Kepala Desal/lLurah dan Camat S o
. membuat Iaporan tahunan dan dlsampalkan kepada koordlnator;"

' kecamatan S Sk S

. bekerja sama dengan Pendamplng Desa Bldang Ekonomr '

.;bertanggungjawab kepada Koordrnator Kecamatan dalam el
mensukseskan keglatan pendampmgan T

. menglkutl Rapat Kerja/KoordlnaS| d| Kecamatan dan di Kabupaten -

(. mengkajr mengevaluaS| dan membenkan masukan mengenal
“-upaya-upaya yang periu dllakukan agar program dan keglatan
"tetap berfungsn secara berkelanjutan e : '
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(15) Pendampmg Desa Bldang Ekonom| sebagalmana dlmaksud pada I

‘ ayat (9), mempunya| tugas : R R
a melakukan sosuallsaSI Program Pemberdayaan Desa (PPD) UED-, 0
- SP kepada aparat Desa/KeIurahan tokoh masyarakat dan' -
vmasyarakat L N
b. melakukan IdentlflkaSI karakterlstlk (sumberdaya} , rnanusia,
; "‘kelembagaan dan ekonoml) desa R :
S mendamplngl Tim Pendataan Penduduk MISkIn Desa dalam _
o ‘_,;mengumpulkan memvenﬂkasu T memvallda3| seluruh data_~,
e penduduk ‘miskin_ dari- berbagan sumber yang ada kemudlan.
: "’dlkoordlna5|kan ‘dengan - Aparat Desa/KeIurahan selanjutnya-
S _dllaporkan kepada Kepala Desa dan Koordlnator Kecamatan '

: .d."ymelakukan kajlan terhadap potens1 DesalKelurahan , e

e membenkan bantuan tehknls yang dlbutuhkan dalam pelaksanaan_ )
_,Dana Usaha Desa/KeIurahan B - ‘

f : memenksa dan membenkan masukan terhadap kualltas tehnls dan ‘

w\h [ - : : r kelayakan ekonoml usulan keglatan serta proses venf" kaSI
] Ch i R ,g.‘(membantu menylapkan dan’ menyempurnakan dokumen keglatan -
: R o .~ Dana Usaha Desa/Kelurahan ‘ S o

“h. memfaS|I|taS| pembuatan -

- Dokumen Rencana Pémbangunan Jangka _ Menengah B
i "»Desa/KeIurahan (RPJMDES/Kel) SN

- Rencana Pembangunan Tahunan ; «‘Desa’ ;/}' fKels‘eIuruhan”,L L

L (RPTDes/KeI) e 7
- Profil Desa/Kelufahan ‘ S
o ‘Pl'Ofl| UED/K-SP oleh Pengelola : o 7

j. memfasmta3| penyelesalan masalah masalah yang terjadl d| 1

,- desa/KeIurahan dan melaporkan semua permasalahan yang ek

terjadl d| desa/kelurahan kepada koordmator Kecamatan

_"-f;mlskln sehlngga layak | untuk dlbenkan plnjaman

L melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa/KeIurahan dengan balk" :
- dan benar;. i e : : S

k. melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat. . e

vm.lmelakukan Ver|f|ka3| terhadap plnjaman dan pemlnjam bahwa = R

yang bersangkutan benar memlnjam dan memanfaatkan dana
e ‘;\UED/K-SP T R L e e e : ‘
ooon sebelum pencalran Dana Usaha Desa/KeIurahan (DUD/K) terleblh k

dahulu menyusun skala pnorltas pencarlan d_ana dan”;'f:“_iiq

: \koordlna3|kan dengan Koordlnator Kecamatan

0. melakukan' Pemblnaan Monltonng dan EvaluaS| pada Pemanfaat‘-':
S dana UED/K-SP o -

o membuat penllalan kebutuhan pelatlhan pengembangan paket—f'"{

- paket. pelatlhan yang tepat bagi pengelola UED/K-SP, kelompok - - . =

s lmasyarakat umumnya

masyarakat, Kader Pemb"=‘ngunan Masyarakat/Kelurahan dan"'



”ﬂq'."memfasmtas, dengan instansi- terkalt (llntas sektor) untusz’fﬁj
bimbingan - - tekhnrs terhadap penerapan , teknolog| usahaf_
o }masyarakat yang berorlentaS| pasar dan bernllal ekonomi tinggi; -

A membantu mengembangkan potensr desa ‘melalui - kerjasama:‘;ﬂ;

‘ dengan dmas dan instansi terkalt serta dunla usaha yang ada;

s.‘-membantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa

| ﬁ_jsesual petunjuk _Koordlnator_ ‘Kecarnatan_l danv Koordlnator_'

Kabupaten

| t. membuat - Laporan Kegratan Hanan l; (absensi, realisasi dan
‘ f-rencana kerja) yang dlsampalkan kepada Koordrnator Kecamatan B

“~‘f}tj.fnmembuat Iaporan bulanan tentang pelaksanaan keglatan dan

o dlsampalkan kepada Koordlnator Kecamatan dengan tembusan
- kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat 2

8 Vv‘. -membuat Iaporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat'- N

- ’mlskln setnap bulan;

‘ w membuat Iaporan tahunan dan drsampankan kepada Koordrnator g
. ~_Kecamatan e : . e

ff'x; bekerja sama dengan Pendamplng Desa Bldang Pembangunan

y. 'bertanggungjawab kepada Koordrnator Kecamatan dalam

- *~mensukseskan keglatan PPD;

: z. menglkutl Rapat Kerja dan Rapat Koordma3| di Kecamatan dan d'ij '

ey Kabupaten

aa; mengkajl dan membenkan masukan mengenal upaya upaya yang ,
o perlu dllakukan agar program tetap berfungsr secara berkelanjutan :

fffKepala Desa selaku penanggungjawab keglatan mengadakan rapat/f;., : S
- ‘musyawarah untuk menyusun “jadwal kegratan pembaglan tugas
- pelaksanaan keglatan ‘Kepala Desa ' memimpin  rapat evaluasi- =~
s pelaksanaan kegratan yang dllaksanakan pada minggu pertama sekurang- R :

< kurangnya 1(satu) bulan sekalr dan drprmpm Iangsung oleh Kepala Desa /

Pasal 27

”*’.»Q'f;‘f"(1) T|m Pendamplng ngkat Kecamatan yang selanjutnya dlsebut Trm

Kecamatan dltetapkan dengan Keputusan Camat

;’(2) Tim Kecamatan terdlrl “dari Camat sebagar Penanggungjawab ‘
‘ 'Sekretarls Kecamatan ‘sebagai Ketua,: Kepala Seksi Pemberdayaan =
S Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris, staf di Seksi PMD sebagai =

- Wakil Sekretaris dan  sekurang-kurangnya ‘beranggotakan -Kepala .

»’Seksr Tata Pemenntahan dan serta dapat menglkutsertakan Kepala]_" H

(N ‘,UPTD Kecamatan sebagal anggota 'g~




(3) Honoranum T|m Kecamatan dlbayar dengan APBD : besavrnya:f.f;:i"?
honoranum T|m Kecamatan dlatur Ieblh Ianjut dengan Keputusan_';;

30

Bupatu

(4)Tugas Tlm Kecamatan sebagal benkut

o a

a.

a. melaksanakan desnmlnaS| secara Iuas akan kebuakan data dan

Memfas1llta3| semua tahapan APBDesa dan ADD

~desa;

seluruh tahapan APBDesa

.“Melakukan venflka3| terhadap APBDesa selambat—lambatnya,'5_{"";3“*";f[_f
10(sepuluh) hari‘kerja sejak tanggal penerlmaannya Apabila dalam =
~jangka waktu 10(sepu|uh) hari kerja tidak dltanggapl maka APBDesa S

\dlanggap telah dlsetUJUI oleh Tim Kecamatan S

.Melaporkan pelaksanaan tugas - pemblnaan pengendallan dan
verlf kasu APBDesa kepada Bupatl pada setlap awal bulan e

Pasal 28 g

(1) T|m Fasnlntasn Tlngkat Kabupaten yang selanjutnya dlsebut Tlm

Kabupaten dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

3 7(2) Tim Kabupaten terdln darl Bupatl sebagal Pengarah Wakll Bupatl .

- sebagai Wakil Pengarah, ‘Sekretaris. Daerah Kabupaten sebagai -

- . Pembina, . AS|sten Tata Praja sebagai Penanggungjawab Kepala} L

'~ BPMPD sebagai- Ketua Sekretans BPMPD sebagal Wakil Ketua, .
- Kepala Bidang Pemerlntahan Desa sebagai Sekretaris dan - dapat
menglkutsertakan Pejabat Eselon I dan IV pada BPMPD Daerah -
Ymaupun SKPD Iamnya sebagan anggota serta staf pada BPMPDS"}f e
. sebagai staf Sekretariat. DR | R
(3)"Besarnya honorarlum T|m Kabupaten dlatur Ieblh |anjut dengant.
SRR Keputusan Bupatn s e :

S (4)

_'_Kabupaten sebaga| benkut

Tugas Tim: Fasnllta3| Tlngkat Kabupaten selanjutnya dlsebut T|m

e _|nformaS| tentang APBDesa dan ADD;

‘b‘.:lmembantu Tim- Kecamatan untuk membenkan pedoman dan_f;ﬁ; S
- bimbingan pelaksanaan APBDesa dan ADD di Desa; e e

‘c;‘menentukan besarnya ADD yang dltenma berdasarkan rumusan‘i,l i

- yang telah dltetapkan

' '.d.:memberlkan pedoman blmblngan dan pelatlhan :danf;

. APBDesa;

:T[mj‘fe. jmelakukan keglatan pemblnaan pengendallan dan monltonng dan
<+ evaluasi pelaksanaan APBDesa dan ADD bersama dengan T|m B

‘ B Kecamatan daIam setlap proses tahapan keglatan

Memfasnhtasu pengelo|aan keuangan desa dan pendayagunaan asset', L -

§Melakukan pembmaan pengendahan dan monltonng terhadap\j: 7,

) fpenyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan .
.penyusunan. APBDesa pelaksanaan dan pertanggungjawaban e



L f.”",melakukan ~ verifikasi terhadap APBDesa selambat—"
r;f~xlambatnya10(sepuluh) hari* kerja sejak tanggal penenmaannya
_ - Apablla dalam jangka waktu10(sepu|uh) hari kerja tidak:ditanggapi,
U j"‘f_maka APBDesa dlanggap telah dlsetUJUI oleh Tlm Kabupaten :

g melaporkan pelaksanaan tugas pemblnaan dan pengendallany‘f:f. A

 kepada Bupati pada setlap awal bulan

~ffhi.'member|kan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan ' rdari' |
© Kabupaten ke Desa; R . ‘

| ‘f‘memberlkan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

j7"j-?jKepaIa Desa _ O R R
o ,.'j.fffmembenkan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan:
G part|SIpat|f ‘, i

-k melakukan evaluasn dan pengawasan Peraturan Desa L

o l. menetapkan pemblayaan aloka31 dana penmbangan untuk Desa

o : “V’m.'mengawa3| pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset":*
w | n melakukan pemblnaan \ dan 7 pengawasan enyelenggaraan ‘
N Pemerlntahan Desa dan Iembaga kemasyarakatan R

r‘f;;9,-i.membenkan penghargaan atas’ prestasn yang dllaksanakan dalam

.+ penyelenggaraan - Pemerintahan ~ Desa ~ dan | lembaga -

e [kemasyarakatan serta membenkan sank51 atas penylmpangan,_
- yang. dllakukan “oleh Kepala ‘Desa dan Perangkat Desa .

o sebagalmana dlatur dalam peraturan perundang undangan '

p melakukan upaya upaya percepatan atau akselera3| pembangunan B
» f_f?_perdesaan R e T e ; R
S :q".gfmelaksanakan sosmhsasn kebuakan data dan |nformaS| tentang
_ﬂ._fffAPBDesa dan ADD Rt L S S : - ;i
g SR ‘ 'r.i:membantu Tlm Kecamatan untuk membenkan pelatlhanlorlenta3|
/. . kapadaDesa; RER it ' » :

: s 'menentukan besarnya AlokaS| . Dana Desa ‘ yang dltenma_}'n L

h }berdasarkan rumusan yang telah d|tetapkan

t. melakukan - “kegiatan - pemblnaan momtorlng dan evaluasiV»"'

o ipelaksanaan 'APBDesa bersama dengan T|m Kecamatan dalam_
£ setiap proses tahapan keglatan L -

| jflnspektorat Kabupaten Sk al - S
’\v.’memberlkan laporan kemajuan desa dalam mengelola APBDesa
L kepada Bupatl T : Ca

Pasal 20

Kabupaten diberikan alokasi dana yang dltetapkan dalam rekemng kas o
o sendm pada APBD yang aloka3| dananya dlatur sebagal berlkut ‘ '

'\ : u ‘melakukan fasnlltaS| pemecahan masalah berdasarkan pengaduan. o
[fmasyarakat ‘serta plhak Ia|n dan mengkoordmasnkan pada" N

Dalam rangka menunjang pelaksanaan APBDesa dan ADD T|m]-3




b ‘a. Alokasi dana T|m Kabupaten besarnya dltentukan dalam APBD setlap i

tahun disesuaikan 'dengan jumlah kecamatan dan desa yang ada .
» dalam W|Iayah Kabupaten Bengkalls ‘ = :

b. Dana Tim: Kabupaten dlgunakan untuk blaya oprasmnal dalam"v"‘
o fungsnnya melakukan pendamplngan dan ‘koordinasi keglatan APBDesa E
- .dan ADD, mellputl honorarlum Tim Kabupaten pembellan ATK blaya e
" cetak dan penggandaan dokumentaS| blaya rapatlpertemuan blaya -

perjalanan dmas dalam rangka monltorlng pengendallan dan evaluasn

Pasal 30 ‘

- Dalarn rangka menunjang pelaksanaan APBDesa dan ADD T|m:‘
.Kecamatan diberikan alokasi dana yang dltetapkan dalam rekening kas

sendiri pada APBD Kabupaten Bengkahs yang alokaS| dananya dlaturf, ‘

- sebagai berikut : - N
a. Alokasi dana perkecamatan besarnya dltentukan dalam APBD'

Bengkalls setiap tahun -untuk setlap kecamatan dlsesualkan denganf_' 2
jumlah desa di kecamatan yang bersangkutan : » T

B ;.jb Dana perkecamatan dlgunakan untuk blaya oprasuonal kecamatan dalam‘ SRR
- pungsinya melakukan pendampingan . dan . koordlna3| keglatan‘f?

L APBDesa dan 'ADD, mehputl honorarium T|m pendamplng, pembellan
- ATK, biaya cetak dan penggandaan _dokumentasi, biaya = .
"ffrapat/pertemuan blaya perjalanan dinas dalam rangka monltorlng,“'
« ,pengendallan dan evaluaS| Besarnya plafon masmg masing keglatan< : e
" dan mekanisme penggunaannya dltetapkan oleh camat dan mengacu
V'"pada peraturan Bupatl tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan‘*“"

A.APBD : S R g R G

; Baglan Kellma
Rencana Kerja dan Anggaran

’ Pasal 31

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA PPTK menyusun RKA

g 2) RKA disusun dengan _ menggunakan pendekatan kerangka' sl
‘pengeluaran jangka menengah desa,’ penganggaran terpadu dan SEN

penganggaran berdasarkan prestaS| kerja ey

Pasal 32

'(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah desa -

~ dilaksanakan dengan menyusun praklraan maju

"(2) Praklraan maju sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) berlsrf]*" B

- perkiraan kebutuhan anggaran untuk: program dan kegiatan yang _
*_direncanakan -dalam tahun anggaran berlkutnya dan tahun o
‘ »i’anggaran yang dlrencanakan o :

| (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagalmana dlmaksud dalam' O
B Pasal 31 ayat (2) dllakukan -dengan memadukan seluruh proses

perencanaan dan penganggaran pendapatan belanja ‘dan
. pemblayaan di desa menghasnkan dokumen rencana kerja dan P

;,anggaran




| (4)

33

Pendekatan | penganggaran - berdasarkan prestasi “kerja
‘g;sebagarmana drmaksud dalam pasal 31- ayat ) dllakukan dengan - . -

T memperhatrkan keterkartan antara pendanaan dengan keluaran
,_ ‘yang diharapkan dar| kegratan dan hasil serta manfaat yang
: "',ﬂdlharapkan termasuk ef" srensr dalam pencapalan hasrl dan keluaran

o~ ;{tersebut

()

Pasal 33

_ U'ntUK terlaksananya penyusunan RKA Desa berdasarkan
o L pendekatan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2) dan i
s tercrptanya kesmambungan RKA Desa, Kepala Desa mengevalua3| ‘ "

_{.‘hasﬂ pelaksanaan program dan keglatan 2 (dua) tahun anggaran

) j‘fj;sebelumnya sampal dengan semester pertama tahun anggaran,fr;_.f_ff_;;q
~;°;4’berjalan PREL - . e S

@

Evaluasr sebagalmana drmaksud pada ayat (1) bertu;uan menilai
- _jprogram dan- kegratan yang belum dapat drlaksanakan dan/atau
" belum: drselesarkan tahun-tahun sebelumnya untuk dllaksanakan RO
o dan/atau dlselesalkan pada tahun ‘yang dlrencanakan atau 1 (satu)‘ C
K '-,;tahun benkutnya darr tahun yang d|rencanakan ’

@

Dalam hal suatu. program dan kegratan merupakan tahun terakhlr‘u

' ;,untuk pencapalan prestasr kerja yang drtetapkan kebutuhan

O |
f'dlmaksud dalam- Pasal 31 ayat (2) berdasarkan pada indikator - R
"klnerja capalan atau target kinerja, anahsrs standar belanja standar. e

- . dananya harus dranggarkan pada tahun yang drrencanakan

Pasal 34

Penyusunan RKA Desa berdasarkan prestaS| kerja sebagalmana ff"

- _‘satuan harga dan standar pelayanan mrnlmal

@ S
;ukuran keberhasrlan yang akan dlcapal darr program dan kegratan, : 5
-»'__;‘{__;yang dlrencanakan ' S N ‘
(3)

“. ukuran: prestasr kerja yang - akan dicapai yang- berwujud kualitas,

lndrkator krnerja sebagarmana drmaksud pada ayat (1) adalah” |

Capalan krnerja sebagarmana drmaksud pada ayat (1) merupakan

- kuantitas, efrsrensr dan efektlf' tas pelaksanaan darr setrap program' :

fidan kegratan

Lo »j:merupakan penilaian kewajaran ‘atas ‘beban kerja dan braya yang' P

Analisis standar belanja sebagalmana drmaksud pada ayat’ (1)‘7"{

~digunakan untuk melaksanakan suatu keglatan L

'. (}5)71Standar satuan harga sebagarmana dlmaksud pada ayat (1), o
"fmerupakan harga ‘satuan setlap unit barang/jasa yang berlaku_, i
g;dlsuatu desa/daerah yang dltetapkan dengan keputusan Kepala R

,5]5_1Daerah

i (6) ¢

Standar Pelayanan Mlnlmal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

) ifmerupakan tolok: ukur kinerja dalam- menentukan capaian jenls dan -
: mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajrb desa




@

-

Pasal 35

RKA Desa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memuat ‘

rencana ‘pendapatan, rencana belanja untuk “masing-masing

: program “dan keglatan serta’ rencana pemblayaan untuk tahun yang o

'dlrencanakan dirinci sampai- dengan rincian objek pendapatan '

g belanja dan pemblayaan serta praklraan maju untuk tahun

berlkutnya

RKA Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) juga memuat
'vlnformasr tentang urusan Pemenntahan Desa organlsaS| standar

‘ ~b|aya prestasr kerja yang akan dlcapal dan program dan kegratan

()

@

(3)

@

Pasal 36

»Rencana pendapatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 35 ayat

' (1) memuat kelompok Jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan" 2%
e desa, yang dlpungut/dlkelola/ dltenma oleh desa sesuai - denganﬂ: o
uff’tugas pokok dan fungsmya dltetapkan berdasarkan peraturan
perundang undangan 8 S e Lt

‘Peraturan perundang undangan sebagalmana dlmaksud pada;_
ayat (1) adalah Peraturan Desa Peraturan Pemenntah atau ‘

Undang Undang

Rencana’ belanja sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 35 ayat Mm

memuat kelompok belanja trdak Iangsung dan belanja Iangsung"fﬂ
"yang masmg masung dluralkan menurut Jenrs obyek dan rincian -

obyek belanja SR S ! =

Rencana pemblayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 35

ayat (1) memuat kelompok penerimaan pemblayaan yang dapat L

i_wdlgunakan untuk menutup defisit APBDesa dan  pengeluaran-
~,pemb|ayaan ‘yang drgunakan ~untuk memanfaatkan surplus

APBDesa yang masing- masmg drurarkan menurut jenls obyek dan , S

. r|nC|an obyek pemblayaan

Urusan Pemerintahan Desa sebagalmana drmaksud dalam Pasal 35
ayat (2) memuat bidang urusan Pemenntahan Desa yang dikelola

. _sesua| dengan tugas pokok dan fun93| orgamsasr

‘(6)‘

()

S ®

Organrsasr sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 35 ayat (2) memuat

nama organrsasr atau nama. Kepala Desa ‘selaku - pengguna_"
anggaranlpengguna barang . ' '

‘PrestaS| kerja yang hendak dlcapal sebagalmana dlmaksud dalam e
Pasal 35 ayat (2) terd|r| darl |nd|kator tolok ukur klnerja dan target__ e

klnerja

‘Program sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 35 ayat (2) memuat

nama program yang akan dllaksanakan desa dalam tahun anggaran

T " berkenaan

(9)
~_nama kegratan Yang akan dllaksanakan desa dalam tahun anggaran - )
- :j‘berkenaan ‘ s T Sl

Kegratan sebagalmana drmaksud dalam Pasal 36 ayat (2) memuat~ :




35

Pasal 37

-  ;’(1) Indlkator sebagalmana drmaksud dalam Pasal 36 ayat (7) mellput| e
masukan keluaran dan hasil. ) | :

‘(2) Tolok ukur krnerja sebagarmana dlmaksud dalam Pasal 36 ayat (7) B
L merupakan ukuran prestasi kerja. yang akan dicapai dari keadaan - - S
“semula’ dengan mempemmbangkan faktor kualitas, - “kuantitas, o
o 'eflsrenSI dan efektlfltas pelaksanaan dar| setlap program dan o
L ijkeglatan : i Gl S

: (3) Target klnerja sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 36 ayat (7)
'merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluarani
yang drharapkan dari suatu kegratan S

, BABVII i e
PERUBAHAN APBDesa e

Pasal 38

: "(1) Perubahan APBDesa dapat dllakukan apablla terjadl ‘ ' o ’
a Keadaan yang menyebabkan harus dllakukan pergeseran antarf SR
~ Jenis belanja ‘ Lo ‘ | |

! b. Keadaan yang menyebabkan S|sa Ieblh perhltungan anggaran
o (S|IPA) tahun sebelumnya harus dlgunakan dalam tahun berjalan
’”f’,;c Keadaan darurat h R - 2T v

, d. Keadaan Iuar blasa

v_(\‘2‘) ‘.Perubahan APBDesa hanya dapat dllakukan 1 (satu) kall dalamv e
h '1 (satu) tahun anggaran kecuall dalam keadaan Iuar blasa _ o B
- (3) Perubahan APBDesa terjadl blla Pergeseran anggaran yaitu -

~ pergeseran . antar “jenis belanja dapat. dllakukan dengan cara
merubah Peraturan Desa tentang APBDesa : LT -

(4 fPenggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa' =
- yaitu keadaan yang menyebabkan Slsa ‘Lebih . Perhltungan'
, Anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya harus drgunakan dalam tahun '
N berjalan S ,

i (5) Pendanaan Keadaan Darurat ‘
(6) Pendanaan Keadaan Luar Blasa r . o
o (7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama |
dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa | o

L BAB Vil - L S
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
L KEUANGAN DESA

Pasal 39

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa
harus menetapkan Bendahara Desa ' :




(2) Penetapan Bendahara Desa sebagalmana dlmaksud ayat (1) dlatas :
_harus dllakukan sebelum dlmulalnya tahun anggaran bersangkutan e
dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa : R -

el : Baglan Pertama :
f Penatausahaan Penerlmaan T

Pasal 40

‘-(1) Penatausahaan penenmaan Wajlb dllaksanakan oleh Bendahara‘ o

Desa

,‘ \;;~(2) Penatausahaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d| atas:

menggunakan :
a’ Buku kas umum

b Buku kas pembantu perlnCIan obyek penenmaan { 5 _‘ .
7, ; c. Buku kas harlan pembantu e

@) Bendahara Desa wajib mempertanggungjalwabkan Pe"e"maa" 7

o uang yang menjadl tanggungjawabnya melalui laporan

pertanggungjawaban penerlmaan kepada Kepala Desa pallngj :

Iambat tanggal 10 bulan benkutnya

" (4) Laporan pertanggungjawaban penerlmaan sebagalmana dlmaksud o

pada ayat (3) dllampm dengan R S

a Buku kas umum

o b Buku kas pembantu pennc:an obyek penerlmaan B

c Bukt| penenmaan Ialnnya yang sah

A f".‘z,y,‘fﬁBaglan Kedua | L
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 41

."‘»."(1) Penatausahaan Pengeluaran Wajlb dllakukan oleh Bendahara Desa T
:(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada

Peraturan Desa ‘tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang

'V:Perubahan APBDesa melalun pengajuan Surat Permlntaan,

ff"Pembayaran (SPP)

» '»(3‘)_;Pengajuan SPP sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlatas harus e

. disetujui oleh Kepala Desa melalw Pelaksana Teknls Pengelolaan »

: * Keuangan Desa (PTPKD); e T
g ‘A(4)"Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan T

‘uang yang menjadl tanggung Jawabnya melalui Iaporan‘

- pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa pallngv, Qi

. 'Iambat tanggal 10 bulan berlkutnya { i

 ' (5) Dokumen yang dlgunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan"fa s

penatausahaan pengeluaran mellputl
a Buku kas umum Lo S '

b Buku kas pembantu perlnc:an obyek pengeluaran
c Buku kas harlan pembantu “ EE




BRI Baglan Ketlga L B
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 42

dengan

a. Buku kas umum

dengan bukti- buktl pengeluaran yang sah bukti atas penyetoran
PPn/PPh ke kas negara FESTE SR S

‘ BABIX_; HES e ’
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa -

S Baglan Pertama : A
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 43

(1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dllamplrkan e i:ﬂ:‘ o

b Buku kas pembantu pennC|an obyek pengeluaran yang dlsertal R

(1) Sekretans Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentangf“;::ﬂ “
‘Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan ot
«\Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepalaf__f o

Desa

' *(2) Sekretans Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatasi’?
menyampalkan kepada Kepala Desa untuk dlbahas bersama BPD.

L },f;,‘(3) "Berdasarkan persetUJuan Kepala Desa dengan BPD sebagalmana N

. :dlmaksud pada ‘ayat(2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa’

"‘tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa : dapat:}

B "*’dltetapkan menjadl Peraturan Desa.

%ﬁ?ﬁ ‘»‘f S RRaE (4) Jangka waktu penyampalan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2):»',‘ :
S e diatas, dllakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun: - -

_ anggaran berakhlr

S Baglan Kedua "
«"_Penyampalan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa S

Pasal 44

) PéraiUran Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan}'-:?'.
APBDesa dan Keputusan Kepala ‘Desa tentang Keterangan'_'v L
‘ Pertanggungjawaban Kepala Desa dlsampalkan kepada Bupatl o '

~ melalui Camat

2 (2}’Waktu penyampalan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) di atas e

_ pallng Iambat 7(tu1uh) han kerja setelah Peraturan Desa dltetapkan
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BAB XI o » '
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

R ,Pemblnaaan pengawasan dan Pengendallan atas pengelolaan Alokasi =~ .

Dana Desa dan APBDesa dilaksanakan oleh Kepala ‘Desa, PPTK,

‘ Pendamping Desa, Pelaksana Keglatan Fisik, Penanggung Jawab . -
Administrasi Keuangan Kpordlna_tor ,Kecajmatan dan Koordlnator

'Kabupaten antara Ia|n . S
a: Pengawasan secara mternal oleh Kepala Desa secara rutin setiap -

. bulan dengan melakukan pemerlksaan admlmstraS| dan keuangan =

’;'APBDesa Hasil | pemerlksaan ‘yang dlmaksud dltuangkan daIamT
~ Berita Acara Pemerlksaan Kas (Form § ) '

| ,b,?,Pengawasan oleh masyarakat sebagal bentuk kontrol sosnal terhadapf'f E

_' ? pelaksanaan APBDesa

e Pengawasan oleh aparat pengawas ya|’tU dan mSPektOfat Kabupaten - :‘
" 'Bengkalis sebagai aparat ‘pengawasan - intern * kabupaten yang
- merupakan = pengawasan  umum terhadap penye'enggafaa"f.

" pemermtahan desa. '

‘d-. Pengawasan oleh Bupatn dan Camat sebagalmana dlatur dalam’ :

: ;-Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

o S BABXII BTN
‘ INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN
DAN PENGGUNAAN APBDesa DAN ADD

Pasal 46

o (1) Pengelolaan dengan |nd|kator yaltu

a menlngkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD
“dan APBDesa S RN . v . :

b menmgkatnya part|S|paS| masyarakat dalam musyawarah B

. Perencanaan Pembangunan Tlngkat Desa

e memngkatnya . pengetahuan masyarakat ~ tentéhg‘,f"“iff

pertanggungjawaban penggunaan ADD dan APBDesa

: ‘(2) Penggunaan dengan |nd|kator yaltu

o a..keglatan yang dldanal sesua| dengan yang telah dlrencanakan,w“ '
“dalam APBDesa; P “

.,daya serap(reallsaS|) keuangan sesua| yang dltargetkan :
menurunnyajum|ah penduduk mlskln ' -

.fftlngkat penyerapan tenaga kerja yang tmggn

;(‘DI'V ﬁjo.q o o-

-+ miskin;.

o tt-“‘~vf,¥'t|ngg|nya kontnbusn masyarakat dalam mendukung penggunaan” .

e ADD dan APBDesa;

. besarnya jumlah penenma manfaat(terutama dan kelompok:g o




- g terjadl penlngkatan Pendapatan Ash Desa W o
h terjadr penrngkatan pemberdayaan kelembagaan desa

terjadr penlngkatan kualltas pelayanan publlc

j, mampu bersrnergr dengan program program pemerlntah yang f':? I

ada di Desa tersebut

: BAB XIII : ; e
' PENGHARGAAN DAN SANKSI

(1) Bagl Desa yang dalam pelaksanaan ADD dan APBDesa dlanggap};?
berprestasr akan dlberlkan penghargaan \ A

(2) Bagi Desa yang penggunaan ADD dan APBDesa tidak sesuar«_”"'
. dengan ketentuan drkenar sanksr ' L

(3) Krrterra untuk penetapan pemberran penghargaan dan Pengenaan;
’; sanksr sebagar berikut:" R ‘ ' i

-a. Desa yang tepat waktu menyerahkan Surat Pertanggungjawaban‘ g
. dan penyelesalan semua kegratan APBDesa 100% baik kegiatan e
- fisik/non fisik, diberikan’ penghargaan dan tambahan nilai ADD © -
v ﬂ}sebesar 1% s/d 10% dari jumlah ADD ‘tahun - benkutnya S
Penghargaan dan jumlah’ tambahan _nilai ADD yang akan” SR
’ diberikan drtetapkan dengan Keputusan Bupatl o

o '.'Desa yang penggunaan APBDesa yang tldak sesuar dengan“"
- ketentuan akan dikenakan - sanksi,. bentuk sanksi dapat berupa '*

L admrnlstratlf 'sanksi ‘hukum' maupun pengurangan jumlah. ADD: el o

. “dan.dana bagi hasil pada tahun berrkutnya dengan ketentuang*:_

E;sebagalberrkut 5 A N . iR

‘ 14.’ Desa = yang terlambat ’rnenyérahkan' osurat -

g jPertanggungjawaban _ selambat-lambatnya kUrang' dari

E ‘1(satu) bulan drkenakan sanksr pengurangan 5%(I|ma' LT

c _persen) : j , e

2. Desa yang terlambat menyerahkan S‘l"Jrat_:'f;'-,
- 'Pertanggungjawaban selambat—lambatnya 1(satu) s/d 2(dua)v S

bulan drkenakan sanksr pengurangan 10%(sepuluh persen)

3 Desa yang  terlambat - menyerahkan suat
-?Pertanggungjawaban selambat-lambatnya 3(“93) bulan o

. dlkenakan sanksr pengurangan 15% (Irma belas persen)

(4) Krrterra untuk penetapan pemberlan penghargaan dan pengenaan“ g
"~ _sanksi serta penetapan pembenan penghargaan dan sanksr S
dltetapkan dengan Keputusan Bupatr : R




o Dlundangkan di Bengkahs

: ; BAB XIV
KETENTUAN LAIN LAlN

Pasal48

: (1) Dalam rangka menylapkan kebuakan daerah tentang ADD
Pemerlntah Daerah dapat membentuk tim yang anggotanya terdlrl
- dari aparat Pemermtah Daerah kecamatan dan Desa, perwakllan e
DPRD dan BPD, dan orgamsasn kemasyarakatan yg memiliki
pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa ;

:(2) Tim - sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) bertugas untuk

' memper31apkan berbagan hal yg terkalt dengan ADD sesuai dengan :
kebuakan daerah S . -

Pasal 49

FU = .
B ‘

‘f_»;‘:Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dllengkapl dengan format
fadmmlstrasn keuangan desa sebagalmana tercantum dalam Iamplran
Peraturan Bupatl ini. s : T

BABY o
KETENTUAN PENUTUP

- : Pasal 50

S Dengan berlakunya Peraturan Bupa’u ‘;ilhi,- maka Peraturan Bupatl ‘
‘ f,('Bengkalls Nomor 05 Tahun 2010 tentang Alokasu Dana Desa dlcabut
- ,dan dlnyatakan tldak berlaku » 'f—l i

Pasal 51

“ Peraturan Bupatl lnl mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

: :‘.*’}:-Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan :
o Peraturan Bupati ini d_engarn‘pvenemp}atgnnya dval_am Be’rilta Daerah. -

Dltetapkan dl Bengkahs :
* pada tanggal 23 ma“-”/

. H. HERUYAN SALEH

pada tanggal l% ~ 0&‘ 90// : : e T
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SR

s Drs. H. ASMARAN HASAN

~ PEMBINA UTAMA MUDA

l NIP. 19550720 198003 1,008 . S
8 BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS S
TAHUN 2011 NOMOR" ! SRRt N




